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ABSTRAK 

 

PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL 

(Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung Tengah) 

 

Oleh :  

 

VIJRIA UMMAMI 

NPM. 1902010033 

 

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah 

secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, 

Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempua, saudara laki-laki yang seibu 

sebapak denganya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja 

denganya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki 

pamanya dari pihak bapaknya, Hakim. Dalam KHI Pasal 19 BAB XV dijelaskan 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya. Pasal 20 ayat 1 

menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki 

yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. 

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang 

akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan  Wali hakim adalah wali nikah yang 

diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa 

atau dari pemerintah. Orang-Orang yang berhak menjadi Wali Hakim adalah : 

Kepala Pemerintah, Khalifah. Wali Hakim diperlukan dalam keadaan seperti 

berikut : Tidak ada wali nasab, Tidak cukup syarat-syarat wali aqrab atau wali 

ab’ad. Wali aqrab gaib/sedang dalam perjalanan jauh, wali aqrab dipenjara, wali 

aqrab mempesulit, wali aqrab sedang ihram, perempuan yang akan dinikahkan 

gila tetapi sudah dewasa sedangkan wali mujbir tidak ada, wali nya adhol. 

Penelitian Ini Membahas satu permasalahan yaitu, yaitu Bagaimana 

pandangan masyarakat Mengenai Wali yang enggan menikahkan anaknya 

dikarenakan anaknya hamil sebelum menikah. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi 

penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala 

objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian lapangan merupakan suatu 

metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada 

masyarakat. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder 

diambil dari artikel dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.Proses 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode induktif. 
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Hasil dari Penelitian ini Menyimpulkan bahwa, Pandangan masyarakat Desa 

Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar  Kabupaten Lampung Tengah 

terhadap pernikahan yang menggunakan wali hakim dikarenakan walinya adhol  

sebagaimana yang terjadi yaitu  sesuai dengan peraturan yang ada baik itu 

menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2. Bahwasannya wali hakim 

tidak mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa 

adanya putusan dari pengadilan agama. 

 

Kata Kunci : Pernikahan, wali hakim, wali adhol  
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MOTTO 

 

ٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ  لاَ وَلِيَّ لهَُ لاَ نِكَاحَ إلِاَّ بِوَلِي   

 

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa 

adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulilla h segala puji bagi Alla h SW T ata s segala limpaha n nikma t, 

rahma t serta kesehata n sehingga Penuli s dapa t menyelesaika n skripsi denga n 

judu l  PANDANGA N MASYARAKA T MENGENAI WALI ADHO L  Dala m 

penyusuna n skripsi ini, Penuli s banya k mendapatka n bimbinga n, pengetahua n, 

serta dukunga n dari banya k piha k yang selama ini membantu dala m 

menyelesaika n skripsi ini. Denga n Ketulusa n Hati Penuli s mengucapka n 

Terimakasi h kepada : 

1. Alla h SW T ata s segala nikma t da n rahma t serta karunia pertolongan-

Nya selama Saya menyusu n Skripsi. 

2. Nabi Muhammad SAW yang tela h menjadi conto h sekaligu s panuta n 

bagi Saya. 

3. Kedua Orang tua saya ( Bapa k Suroyo da n Ibu Tumine m ) orang heba t 

yang selalu menjadi penyemanga t saya , sebagai sandara n terkua t dari 

kerasnya Dunia. Yang tida k henti-hentinya memberika n kasi h sayang 

denga n penu h cinta da n selalu memberika n motivasi . Terimakasi h 

selalu berjuang untu k kehidupa n saya, Terimakasi h untu k semua doa 

da n dukunga n yang tela h diberika n sehingga saya bisa berada di titi k 

ini. Seha t selalu da n hidupla h lebi h lama lagi aga r bisa selalu ada dala m 

setia p perjalana n da n pencapaia n hidu p saya. I Love You More 

4. Kaka k Kandung saya ( Mifta Khu l Rodiya h,  S.Ko m ) yang paling saya 

sayangi, yang selalu memberika n semanga t, perhatia n, da n motivasi 

sehingga saya dapa t menyelesaika n skripsi ini. 

5. Seluru h Teman-Tema n Satu Almamate r, Khususnya ( Rina Anggraini, 

Erisma Aka s Riyani ) Yang tela h memberika n suppor t, bai k tenaga, 

waktu, da n motivasi kepada saya untu k menyelesaika n skripsi ini. 

6. Diri sendiri Karena tela h mampu berusaha kera s da n berjuang sejau h 

ini, Mampu mengendalika n diri dari berbagai tekana n dilua r keadaa n 

da n ta k perna h menyera h sesuli t apapu n prose s penyusuna n skripsi ini 

denga n menyelesaika n sebai k da n semaksima l mungki n, ini merupaka n 

pencapaia n yang patu t dibanggaka n untu k diri sendiri.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia di dala m kehidupannya ole h Alla h tela h diciptaka n 

berpasang-pasanga n laki–laki da n juga perempua n. Alla h tela h  menciptaka n 

laki-laki da n perempua n aga r dapa t berhubunga n satu sama lai n denga n  

bai k. Hubunga n satu  sama lai n yaitu saling mencintai, menghasilka n 

keturuna n, hidu p berdampinga n secara damai da n  juga sejahtera sesuai 

denga n perinta h Alla h da n petunju k rasululla h, sebagaimana dala m Al-

Qur’a n Sura h An-Nu r (24) aya t 32, Alla h berfirma n : 

نهِِمُ  لِحِينَ مِنأ عِبَادِكُمأ وَإِمَائٓكُِمأۚۡ إِن يَكُونوُاْ فقُرََاءَٓ يغُأ مَىَٰ مِنكُمأ وَٱلص َٰ يَََٰ وَأنَكِحُواْ ٱلۡأ

 ُ سِعٌ عَلِيمٞ   ٱللّ  ُ وََٰ لِهِۗۦ وَٱللّ   ٣٢مِن فَضأ
Artinya :Da n kawinkanla h orang-orang yang sendiria n diantara kamu, 

da n orang-orang yang laya k ( berkawi n ) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki da n hamba-hamba sahaya mu yang 

perempua n . jika mereka  miski n Alla h aka n  memampuka n 

mereka denga n kurnia-nya, da n Alla h Maha Lua s ( pemberian- 

Nya ) Lagi Maha Mengetahui.1 

Dari aya t diata s terliha t bahwa Alla h menganjurka n bahwa perkawina n 

merupaka n jala n yangi efektifi dengani berbagaii fasilitasi pahalai darii allahi 

untuki menjagai kehormatani dirinyai sebagaii seorangi mukmini darii perbuatani 

zinai dani dosai lainnya.i Melaluii perkawinani seorang mukmi n dapa t 

memperole h keturuna n yang bai k da n  membina masyaraka t yang idea l. 

 

                                                 
1 Lajna h Pentashiha n Mushaf Al-Qur’a n, Al-Qur’a n Terjema h, (Jakarta: CV. An-Nu r, 

2017), h. 354. 
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Tujua n perkawina n seperti yang tercantu m dala m Al-Qur’a n sura h A r 

Ruu m (30) aya t 21, Alla h berfirman: 

وَد ةٗ وَ  نكَُم م  هَا وَجَعلََ بيَأ كُنوُٓاْ إلَِيأ جٗا ل ِتسَأ وََٰ نأ أنَفسُِكُمأ أزَأ تهِِٓۦ أنَأ خَلقََ لكَُم م ِ  إنِ  وَمِنأ ءَايََٰ
مَة ۚۡ فِي رَحأ

مٖ يَتفَكَ رُونَ   تٖ ل ِقَوأ لِكَ لَۡيََٰٓ  ٢١ذََٰ
Artinya: Da ni dii antarai tanda-tandai kekuasaan-Nyai iala hi Diai 

menciptaka ni untu ki mui isteri-isterii darii jenisi mui sendiri,i 

supayai kamui cenderungi da ni merasai tentera mi kepadanya,i da ni 

dijadika ni -i Nyai dii antaramui rasai kasi hi da ni sayang.i 

Sesungguhnyai padai yangi demikia ni itubenar-benari terdapati 

tanda-tandai bagii kau mi yangi berfiki r.2 

Menuru t Ibnu Katsi r, dala m sura t Ar-Ru m aya t 21 menjelaska n 

bahwa, Alla h SW T menciptaka n wanita-wanita yang dari jeni s mereka 

sendiri, seandainya Alla h SW T menjadika n ana k Ada m laki laki da n 

menjadika n wanita dari jeni s yang lainnya, seperti dari bangsa ji n atau jeni s 

hewa n, niscaya perasaa n kasi h sayang diantara mereka da n diantara berbagai 

pasanga n tida k aka n tercapai, bahka n aka n terjadi ketida k senanga n 

seandainya pasanga n itu berbeda jeni s. 

Tapi, berka t Rahma t da n kasi h sayang-Nyala h yang tela h menciptaka n 

laki-laki da n perempua n yang berpasang-pasanga n sehingga diantaranya 

dapa t tercipta rasa kasi h da n sayang. Dari aya t di ata s dapa t diliha t 

bahwasanya seluru h makhlu k ciptaan-Nya diciptaka n berpasang-pasanga n, 

aga r tida k gunda h gulana hatinya. Sebagai umat-Nya dapa t kita perole h 

ketentua n bahwa hidu p berpasang-pasanga n merupaka n pembawaa n naluri 

                                                 
2 Lajna h pentashiha n mushaf Al-Qur’a n, Al-Qur’a n Terjema h, (Jakarta: CV. An-Nu r, 

2017), h. 406. 
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manusia da n makhlu k hidu p lainnya bahka n segala sesuatu diciptaka n 

berpasang-pasanga n.3 

Denga ni demikia n, hubunga n antara laki-laki da n perempua n diatu r 

secara terhorma t berdasarka n kerelaa ni hatii darii laki–lakii da ni jugai 

perempua ni yangi aka ni menjali ni suatui hubunga n.i Hubunga ni tersebuti diaturi 

dala mi suatui ikata ni yangi berupai ikata ni perkawina n.i Perkawina ni menuruti 

UUi Noi 1i tahu ni 1974i tentangi perkawina ni adala hi ikata ni lahiri bati ni antarai 

seorangi priai denga ni seorangi wanitai sebagaii suamii istrii denga ni tujua ni 

membentu ki keluargai (ruma h tangga) yang bahagia da n keka l, berdasarka n 

Ketuhana n Yang Maha Esa.4 

Sedangka n perkawina n menuru t huku m Isla m adala h pernikaha n yang 

akad nya sanga t kua t untu k mentaati perinta h Alla h da n melaksanaka n nya 

merupaka n ibada h. Akad pernikaha n merupaka ni sebua hi janjii sucii seorangi 

musli mi terhada pi Tuha ni nyai untu ki menghalalka ni sesuatui yangi hara mi 

denga ni tujua ni yangi ta ki lai ni untu ki mewujudka ni suatui ruma hi tanggai yangi 

sakina h,i mawada hi da ni jugai warahma h. Dala mi suatui pernikaha ni tentunyai 

tida ki terlepasi darii i ruku ni da ni syarati sa hi perkawina n,i karenai darii ruku ni da ni 

jugai syarati tersebuti itula hi yangi dapati menentuka ni sa hi ataui tidaknyai suatui 

perkawina ni yangi dilakuka ni i tersebu t.i Dala mi ha li inii walii merupaka ni sala hi 

satui i darii ruku ni dala mi perkawina n,i adapu ni ruku ni dala mi perkawina n yaitu : 

 

 

                                                 
3 Abdulla h bi n Muhammad, Tafsi r Ibnu Katsi r, (Jakarta: Pustaka Ima m Asy-Syafi ’i, 

2008), h. 209. 
4 Undang-Undang Nomo r 1 Tahu n 1974 Tentang Perkawina n Pasa l 1 
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1. Adanya calo n suami da n istri yang aka n melakuka n pernikahan 

2. Adanya wali dari piha k wanita 

3.    Adanya dua orang saksi 

4.    Sigha t akad nikah5 

Wali sendiri ada dua maca m yaitu yang pertama wali nasab da n yang 

kedua wali haki m. Wali Nasabi adala hi priai beragamai Isla mi yangi mempunyaii 

i hubunga ni dara hi denga ni calo ni mempelaii i wanitai darii piha ki aya hi menuruti 

huku mi Isla m.Sedangi ka ni walii haki mi iala hi walii nika hi yangi ditunju ki ole hi 

Mentrii Agamai ataui pejabati yangi ditunju ki olehnyai yangi diberii ha ki da n 

wewenang untu k bertinda k sebagai wali nika h.6 

Syara t untu k dinikahka n ole h wali haki m suda h jela s diatu r dala m 

peratura n perundang-undanga n, sebagaimana dala m Kompilasi Huku m Isla m 

pasa l 23 dijelaska n bahwa :7 

1. Wali haki m baru dapa t bertinda k sebagai wali nika h apabila wali nasab 

tida k ada atau tida k mungki n menghadirkannya atau tida k diketahui 

tempa t tinggalnya atau gaib atau adha l atau engga n. 

2. Dala m ha l wali adha l atau engga n maka wali haki m baru dapa t bertinda k 

sebagai wali nika h setela h ada putusa n Pengadila n Agama tentang wali 

tersebu t. 

 

                                                 
5 Abdu l Rahma n Ghozali, MA. Fiq h Munakaha t. ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010 

), 46. 
6 i Peraturani Menterii Agamai Noi 30i Tahuni 2005i tentangi Walii Hakimi Pasali 1 
7 Abdurrahma n,i Kompilasii Huku m Isla m.,i h.i 119 
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Berdasarka n dala m Peratura n Menteri Agama pada pasa l 2 disebutka n 

bahwa : 

a. Bagi calo n mempelai wanita yang aka n menika h di wilaya h territoria l 

Indonesia, tida k mempunyai wali nasab yang berha k atau wali nasabnya 

tida k memenuhi syara t , atau mafqud , atau berhalanga n , atau adha l, 

maka pernikahannya dilangsungka n ole h wali haki m. 

b. Khusu s untu k menyataka n adhalnya wali sebagaimana tersebu t pada aya t 

(1) pasa l ini ditetapka n denga n putusa n Pengadila n.8 

Pada urusan masalah urutan wali dalam perkawinan, pada dasarnya 

tidak diatur dan ditemukan didalam al-Qur‘an maupun Hadits Nabi 

Muhammad saw, yang ada hanya pendapat para Sahabat. Tertib urutan dari 

wali nikah ini pada dasarnya disamakan dengan tertib urutan dalam kasus 

warisan. Kewenangan wali nasab yang diperoleh kerabat dari mempelai 

wanita bisa berpindah kepada wali hakim jika wali nasab tidak memenuhi 

syarat sebagai wali, atau walinya tidak ada. 

 Sebenarnya, termasuk syarat sahnya nikah adalah pemakaian wali 

harus tertib dan sesuai urutan, maka tidak sah nikah bila yang menjadi wali 

adalah wali yang urutannya lebih jauh kalau masih ada wali yang urutannya 

lebih dekat Dalam Hukum Perkawinan Islam juga memungkinkan adanya 

wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan, perwakilan di dalam 

pernikahan ini juga seperti halnya perwakilan pada seluruh jenis akad. 

Perwakilan dalam akad nikah pada dasarnya dapat terjadi secara lisan saja dan 

                                                 
8 Peraturani Menterii Agamai Republiki Indonesiai Nomori 30i Tahuni 2005i tentangi Walii 

Hakimi Pasali 2i Ayati 1i dani 2 
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tanpa memerlukan adanya saksi. Namun untuk menghindari kemungkinan- 

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka 

hendaklah dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan kepada yang lain. Wali 

dari mempelai wanita yang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan 

anak wanita yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah taukil wali, 

yang mempunyai arti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain 

yang memenuhi syarat sebagai pihak yang mewakili (wakil) wali dari 

mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah ini hanya 

berkedudukan sebagai yang diberi wewenang oleh wali nikah (muwakkil) 

untuk menikahkan calon mempelai wanita. Kemudian setelah akad nikah itu 

selesai, maka berakhir pula tugas dari wakil wali tersebut Berbicara mengenai 

masalah wali nikah secara umum dianggap mudah karena semua para orang 

tua menginginkan anak wanitanya untuk menikah. Tetapi yang terjadi dalam 

realitanya, sekarang ini banyak terjadi permasalahan mengenai perwalian, 

seperti halnya mengenai pelimpahan perwalian kepada orang lain khususnya 

di sini Petugas KUA disaat wali nasabnya ada. Seperti halnya dalam akad 

suatu perkawinan seseorang yang berhak untuk menjadi wali adalah ayahnya, 

akan tetapi tidak sedikit ayah kandung yang justru mewakilkan kewaliannya 

kepada orang lain. 

Di Desa Banda r Jaya Timu r Kecamata n Terbanggi Besa r Kabupate n 

Lampung Tenga h Yang terjadi adala h orang tua mempelai wanita tida k mau 

atau engga n menjadi wali nika h namun dengan kesadaran dan kerelaaan wali 
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nasab tersebut mewalikannya kepada wali haki m dikarenaka n anaknya suda h 

mengandung sebelu m adanya ikata n pernikaha n. 

Di Desa Banda r Jaya Timu r ini Ada beberapa orang tua mempelai 

wanita yang memili h dengan Kesadaran dan kerelaan untuk mewakilka n ha k 

kewaliannya kepada petuga s KUA (Penghulu) denga n sebab Ana k mereka 

yang aka n mereka nikahka n itu suda h dala m keadaa n Mengandung.  

Realita s yang terjadi pada masyaraka t di Desa Banda r Jaya Timu r, 

Kecamata n Terbanggi Besa r, Kabupate n Lampung Tenga h diketahui masi h 

ada beberapa wali nasab yang seharusnya menjadi wali nika h justru meminta 

ha k kewaliannya untu k diwakilka n ole h wali haki m denga n alasa n Ana k 

yang aka n dinikahka n itu suda h dala m keadaa n mengandung ole h karena itu 

wali nasab engga n untu k menjadi wali dala m pernikaha n ana k nya tersebu t. 

Sementara itu wali nasab masi h dala m keadaa n seha t tanpa ada suatu 

halanga n apapu n yang menghalanginya untu k menjadi wali nika h saa t 

pelaksanaa n akad nika h tersebu t. 

Penetapa n wali haki m sebagaimana dijelaska n bahwa bagi calo n 

mempelai wanita yang aka n menika h tida k mempunyai wali nasab yang 

berha k atau wali nasabnya tida k memenuhi syara t, atau mafqud, atau 

berhalanga n, atau adha l, maka pernikahannya dilangsungka n ole h wali 

haki m. Wali haki m adala h Kepala Kanto r Urusa n agama kecamata n yang 

ditunju k ole h Mentri agama untu k bertinda k sebagai wali nika h bagi calo n 

mempelai wanita yang tida k mempunyai wali.  
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Dala m kehidupa n masyaraka t pola piki r da n pemahama n seseorang 

berbeda-beda antara satu orang denga n orang yang lainnya. Dala m ha l 

perkawina n ada masyaraka t yang hanya mengerti bahwa pernikaha n itu yang 

penting ruku n da n syaratnya terpenuhi da n dicatatka n. Padaha l ada hal-ha l 

yang perlu masyaraka t ketahui dala m ha l pernikaha n tida k hanya ruku n da n 

syarat-syaratnya terpenuhi saja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarka n lata r belakang, maka aka n timbu l sebua h pertanyaa n yang 

menjadi sebua h rumusa n masala h yaitu Bagaimana pandanga n masyaraka t 

Mengenai Wali yang engga n menikahka n anaknya dikarenaka n anaknya 

hami l sebelu m menika h di Desa Banda r Jaya Timu r, Kecamata n Terbanggi 

Besa r, Kabupate n Lampung Tenga h ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarka n lata r belakang, tujua n dala m penelitia n ini yaitu untu k 

mengetahui pandanga n masyaraka t mengenai wali yang engga n 

menikahka n anaknya da n memili h mewakilkannya kepada wali haki m 

dikarenaka n anaknya suda h mengandung sebelu m adanya ikata n 

pernikaha n di Desa Banda r Jaya Timu r Kecamata n Terbanggi Besa r 

Kabupate n Lampung Tenga h. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Secara teoriti s, manfaa t penelitia n ini diharapka n dapa t 

menamba h da n memperkembanga n ilmu pengetahua n, khususnya 

dibidang pernikaha n dala m masyaraka t. Penelitia n ini juga di 

harapka n dapa t memberika n kotribusi positif atau sumbanga n 

pemikira n kepada masyaraka t maupu n jurusa n pengembanga n 

masyaraka t Isla m tentang pernikaha n. 

b. Secara Praktis 

Penelitia n ini diharapka n dapa t memberikaa n kotribusi positif 

bagi Desa Banda r Jaya Timu r Kecamata n Terbangggi Besa r 

Kabupate n Lampung Tenga h dala m mengembangka n da n 

meningkatka n kualita s kehidupa n masyaraka t. 

 

D. Penelitian Relevan 

Bagia n ini memua t dafta r hasi l penelitia n yang tela h diteliti ole h 

beberapa mahasiswa yang tela h melakuka n penelitia n sebelumnya kemudia n 

membandingka n apaka h penelitia n yang aka n penuli s lakuka n tersebu t tela h 

diteliti sebelumnya atau belu m. Ole h karena itu penuli s memaparka n 

beberapa karya ilmia h yang terkai t denga n pembahasa n penuli s diantaranya 

adalah:  

1. Penelitia n yang dilakuka n ole h Jumaidi Mahasiswa Jurusa n A l Ahwa l A l 

Syakhsiyya h Fakulta s Syaria h Universita s Isla m Negeri Rade n Inta n 

Lampung, denga n Judu l Wali Haki m Sebagai Wali Adho l Menuru t 
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Huku m Positif da n Huku m Isla m . Setela h dilakuka n peniltia n mengenai 

prakti k wali haki m sebagai pengganti wali adho l menuru t huku m positif 

da n huku m Isla m di KUA Kecamata n Way Hali m Kota Banda r 

Lampung, dapa t diambi l kesimpula n bahwa:9Perpindaha n ha k perwalia n 

dari wali nasab ke wali haki m dikarenaka n wali adho l yang diterapka n di 

KUA Kecamata n Way Hali m Kota Banda r Lampung dilakuka n melalui 

jala n mediasi antara aya h da n ana k perempuannya, namu n aya h selaku 

wali nasab masi h teta p engga n menikahka n anaknya denga n alasa n lebi h 

tinggi penghasila n perempua n daripada laki-laki, denga n demikia n piha k 

KUA menyaranka n aga r calo n mempelai wanita mengajuka n gugata n ke 

Pengadila n Agama Kela s 1A Tanjung Karang. Keputusa n Pengadila n 

Agama Nomo r : 110/Pd t.G/2017/PA.Tn k. mengabulka n gugata n calo n 

mempelai wanita denga n memberi kewenanga n kepada piha k KUA 

kecamata n Way Hali m untu k menunju k wali haki m sebagai wali 

nikahnya denga n pertimbanga n huku m penetapa n wali adho l majeli s 

haki m mendasarka n pada Undangundang No. 1 Tahu n 1974 tentang 

perkawina n, Peratura n Menteri Agama Nomo r 2 Tahu n 1987 tentang 

Wali Haki m, Peratura n Menteri Agama Nomo r 11 Tahu n 2007 tentang 

Pencatata n Nika h, Kompilasi Huku m Isla m (KHI) da n firma n Alla h 

SW T dala m Al-Qura n Sura h ke 2 Al-Baqara h aya t 232. 

 

 

                                                 
9 Jumaidii Ali Ahwali Ali Syakhsiyyahi Fakultasi Syariahi Universitasi Islami Negerii 

Radeni Intani Lampung,i dengani Juduli Walii Hakimi Sebagaii Walii Adholi Menuruti Hukumi 

Positifi dani Hukumi Islami . 
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اْ بَ  ضَوأ جَهُن  إذِاَ ترَََٰ وََٰ نَ أزَأ ضُلوُهُن  أنَ يَنكِحأ نَ أجََلهَُن  فلَََ تعَأ تمُُ ٱلن سَِاءَٓ فَبلَغَأ نهَُم وَإذِاَ طَل قأ يأ

ِ وَ  مِنُ بٱِللّ  لِكَ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كَانَ مِنكُمأ يؤُأ رُوفِۗ ذََٰ مَعأ هَرُۚۡ بِٱلأ كَىَٰ لكَُمأ وَأطَأ لِكُمأ أزَأ
خِٓرِۗ ذََٰ مِ ٱلۡأ يوَأ ٱلأ

لمَُونَ   لمَُ وَأنَتمُأ لََ تعَأ ُ يعَأ  ٢٣٢وَٱللّ 
 

Artinya : "Da n apabila kamu menceraika n istri-istri (kamu), lalu sampai 

idahnya, maka janga n kamu halangi mereka menika h (lagi) denga n calo n 

suaminya, apabila tela h terjali n kecocoka n di antara mereka denga n cara 

yang bai k. Itula h yang dinasihatka n kepada orang-orang di antara kamu 

yang berima n kepada Alla h da n hari akhi r. Itu lebi h suci bagimu da n 

lebi h bersi h. Da n Alla h mengetahui, sedangka n kamu tida k mengetahui”. 

 

Statu s huku m wali haki m sebagai pengganti wali adho l menuru t 

huku m positif da n huku m Isla m dipandang sa h berdasarka n huku m 

positif da n huku m Isla m yaitu :Menuru t huku m positif adala h 

berdasarka n Kompilasi Huku m Isla m (KHI) Pasa l 23 aya t 2 dimana 

pergantia n wali nika h dari wali nasab kepada wali haki m yang disebabka n 

ole h wali aḍha l atau engga n hanya dapa t dilakuka n setela h adanya 

putusa n Pengadila n Agama tentang keadhola n wali tersebu t. Menuru t 

huku m Isla m adala h berdasarka n A l Qura n sura t A n Nuu r (24) aya t 32 

yang didalamnya terdapa t perinta h untu k menikahka n laki-laki da n 

perempua n yang sendiria n yang laya k untu k dinikahka n, kemudia n sura t 

ke 2 Al-Baqarah(2) aya t 232 yang menerangka n tentang laranga n wali 

untu k menghalang halangi pernikaha n seorang perempua n yang berada 

dala m perwaliannya terlebi h jika keduanya (piha k perempua n da n calo n 

suami) bertekad untu k menjali n hubunga n ruma h tangga yang bai k da n 

hadi s yang diriwayatka n ole h Tirmidzi dari Abu Baka r bi n Abi Syaiba h 

yang menegaska n bahwa tida k sa h sebua h pernikaha n tanpa adanya wali. 

Sedangka n penelitia n yang saya lakuka n ini aka n membaha s tentang 

pandanga n masyaraka t terhada p pernikaha n yang menggunaka n wali 
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haki m dikarenaka n wali nya engga n Menikahka n ana k yang yang suda h 

mengandung sebelu m adanya ikata n Pernikaha n di Desa Banda r Jaya 

Timu r  Kecamata n Terbanggi Besa r Kabupate n Lampung Tenga h.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Na’of Nur Rofayanti Praktik Taukil Wali 

Nikah dalam Akad Nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali‖ 

(IAIN Surakarta,  Surakarta, 2019). 10Skripsi tersebut membahas tentang 

kebiasaan masyarakat yang terjadi di Desa tersebut, karena praktik taukil 

wali itu terjadi juga dikarenakan sudah menjadi tradisi bagi mereka. Dan 

dijelaskan juga hukum praktik taukil wali yang terjadi di Desa Kunti itu. 

Sedangkan dalam penelitian penulis memang sama-sama berfokus pada 

taukil wali  dan hukum Islamnya tetapi perbedaan yaitu pada hasil 

penelitiannya, hasil penelitian skripsi ini mengatakan memang praktik ini 

terjadi karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Kunti. 

Sedangkan dalam skripsi penulis praktik yang terjadi di Kemiling ini 

memang terjadi karena adanya halangan yang tidak bisa dihindarkan, dan 

bukan suatu kebiasaan seperti yang terjadi di Desa Kunti 

3. Penelitia n yang dilakuka n ole h Ahmad Syaifu l Huda Mahasiswa al-

Ahwa l al-Syakhshiyya h Fakulta s Syari’a h da n Huku m Universita s 

Nahdlatu l Ulama’ (UNISNU) Jepara, denga n judu l Pelaksanaa n 

Perkawina n denga n Wali Haki m (Studi Kasu s Kanto r Urusa n Agama 

Kecamata n Bateali t Kabupate n Jepara) 2015.Berdasarka n hasi l kajia n 

dari penelitia n yang dilakuka n, maka simpula n yang dapa t dikemuka n 

                                                 
10 Na’of Nur Rofayanti Praktik Taukil Wali Nikah dalam Akad Nikah di Desa Kunti Kec. 

Andong Kab. Boyolali‖ (IAIN Surakarta,  Surakarta, 2019 



13 

 

 

adala h pelaksanaa n perkawina n denga n wali haki m di KUA Kecamata n 

Bateali t Jepara dala m kuru n waktu bula n Januari-Juli 2015 terdapa t 16 

perkawina n denga n wali haki m. Dari 16 kasu s tersebu t memiliki fakto r 

yang berbeda-beda diantaranya 9 kasu s karena habi s wali nasab, 2 kasu s 

karena tida k memiliki wali nasab, 3 kasu s karena wali mafqud (tida k 

diketahui keberadaanya), da n 2 kasu s lagi karena wali bai’d. 11 

Faktor-fakto r tersebu t tela h sesuai denga n ketentua n yang berlaku 

berdasarka n Peratura n Menteri Agama Nomo r 30 Tahu n 2005 Pasa l 3 

aya t (1) disebutka n didalamnya bahwa Kepala Kanto r Urusa n Agama 

Kecamata n (KUA) dala m wilaya h kecamata n yang bersangkuta n ditunju k 

menjadi wali haki m untu k menikahka n mempelai wanita sebagaimana 

dimaksud dala m pasa l 2 aya t (1) yang berbunyi Bagi calo n mempelai 

wanita yang aka n menika h di wilaya h Indonesia atau di lua r negeri/di lua r 

wilaya h teritoria l Indonesia, tida k mempunyai wali nasab yang berha k 

atau wali nasabnya tida k memenuhi syara t, atau mafqud, atau 

berhalanga n, atau adha l, maka pernikahannya dilangsungka n ole h wali 

haki m, ini tela h sesuai denga n UU Nomo r 1 Tahu n 1974 da n Kompilasi 

Huku m Isla m tentang perkawina n da n Peratura n Menteri Agama Nomo r 

30 Tahu n 2005 tentang Wali Haki m.  

Perbedaa n penelitia n yang penuli s lakuka n denga n penelitia n yang 

tela h di lakuka n ole h Ahmad Syaifu l Huda tersebu t adala h bahwasannya 

                                                 
11 Ahmadi Syaifuli Hudai Mahasiswai al-Ahwali al-Syakhshiyyahi Fakultasi Syari’ahi dani 

Hukumi Universitasi Nahdlatuli Ulama’i (UNISNU)i Jepara,i dengani juduli Pelaksanaani 

Perkawinani dengani Walii Hakimi (Studii Kasusi Kantori Urusani Agamai Kecamatani Batealiti 

Kabupateni Jepara)i 2015. 
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dala m penelitia n tersebu t membaha s tentang pelaksanaa n perkawina n 

yang mengunaka n wali haki m da n juga membaha s fakto r fakto r yang 

menyebabka n pelaksanaa n perkawina n denga n wali haki m. Sedangka n 

penelitia n yang aka n saya lakuka n ini membaha s tentang pandanga n 

masyaraka t yang ada di Desa Banda r Jaya Timu r terhada p pernikaha n 

yang menggunaka n wali haki m dikarenaka n walinya engga n menikahka n 

anakanya yang tela h mengandung sebelu m adanya ikata n pernikaha n. 

4. Penelitia n yang dilakuka n ole h Akhmad Shodiki n Mahasiswa Fakulta s 

Syaria h da n Ekonomi Isla m IAI N Syek h Nurjati Cirebo n, Denga n Judu l 

Penyelesaia n Wali Adho l Dala m Pernikaha n Menuru t Huku m Isla m Da n 

Perundang-Undanga n Di Indonesia. Berdasarka n hasi l kajia n dari 

penelitia n yang dilakuka n, maka simpula n yang dapa t dikemuka n adala h 

Penyelesaia n pernikaha n jika walinya adla l (engga n menikahkan) 

menuru t para ulama fiq h adala h sebagai beriku t : Golonga n hanafia h 

menyataka n bahwa penyelesaia n pernikaha n jika walinya adla l adala h 

melalui seorang haki m sebagai penenga h. Sedangka n Syafiiya h da n 

Malikiya h menyataka n bila wali adha l untu k menikahka n anaknya,dala m 

ha l mini wali Aqrabnya, da n mana kala wali ab’ad tida k bisa 

menggantikannya, maka ha k kewaliannya diserahka n kepada wali Haki m. 

Da n hambaliya h menyataka n bila seoraang wali adha l dala m menikahka n 

anaknya maka ha k kewalianya aka n berpinda h dari wali aqrab ke wali 

ab’ad sampai yang paling jau h, jika masi h teta p adha l maka ha k 

kewaliannya diserahka n kepada haki m. Adapu n menuru t undang-undang 
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no. 1/1974, KHI da n PMA No .30 tahu n 2005, menyataka n bahwa Wali 

haki m baru dapa t bertinda k sebagai wali nika h apabila wali nasab tida k 

ada atau tida k mungki n menghadirkannya atau tida k diketahui tempa t 

tinggalnya atau gaib atau ‘aḍa l atau engga n. Da n dala m ha l wali ‘aḍa l 

atau engga n maka wali haki m baru dapa t bertinda k sebagai wali nika h 

setela h ada putusa n pengadila n Agama tentang wali tersebu t.12 Perbedaa n 

penelitia n yang penuli s lakuka n denga n penelitia n yang tela h di lakuka n 

ole h  Akhmad Shodiki n tersebu t adala h bahwasannya dala m penelitia n 

tersebu t membaha s tentang Penyelesaia n Wali Adho l Dala m Pernikaha n 

Menuru t Huku m Isla m Da n Perundang-Undanga n Di Indonesia. 

Sedangka n penelitia n yang aka n saya lakuka n ini membaha s tentang 

pandanga n masyaraka t yang ada di Desa Banda r Jaya Timu r terhada p 

pernikaha n yang menggunaka n wali haki m dikarenaka n walinya engga n 

menikahka n anaknya yang tela h mengandung sebelu m adanya Ikata n 

Pernikaha n. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Zakiyah Mahasiswa Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.dengan 

Judul Fenomena Taukil wali nikah kepada Penghulu di desa Parit 

Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum 

Keluarga Islam. 13Berdasarka n hasi l kesimpulan dari penelitia n yang 

                                                 
12 Akhmadi Shodikini Mahasiswai Fakultasi Syariahi dani Ekonomii Islami IAINi Syekhi 

Nurjatii Cirebo n,i Dengani Juduli Penyelesaiani Walii Adholi Dalami Pernikahani Menuruti 

Hukumi Islami Dani Perundang-Undangani Dii Indonesia. 
13 Ummi Zakiyah Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus 

Batusangkar.dengan Judul Fenomena Taukil wali nikah kepada Penghulu di desa Parit Kebumen 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum Keluarga Islam 
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dilakuka n adalah, Alasan Masyarakat Mentaukilkan wali dalam 

pernikahan Pertama: bahwa mentaukilkan wali dalam pernikahan sudah 

menjadi tradisi turun temurun, Kedua: Wali nasab cenderung tidak percaya 

diri dan cenderung gugup,Ketiga: Kurangnya Pengetahuan tentang wali 

dalam pernikahan. Analisis Hukum keluarga islam bahwa fenomena taukil 

wali nikah di desa puri kebumen dilakukan dengan alasan yang tidak 

syar’i. maka dari hal itu perlu dicegah dengan menerapkan sad az-zariah 

terhadap fenomena taukil wali nikah kepada penghulu di desa pati 

kebumen . Perbedaa n penelitia n yang penuli s lakuka n denga n penelitia n 

yang tela h di lakuka n ole h Ummi zakiyah tersebu t adala h bahwasannya 

dala m penelitia n tersebu t membaha s tentang fenomena taukil wali nikah 

kepada penghulu. Sedangka n penelitia n yang aka n saya lakuka n ini 

membaha s tentang pandanga n masyaraka t yang ada di Desa Banda r Jaya 

Timu r terhada p pernikaha n yang menggunaka n wali haki m dikarenaka n 

walinya engga n menikahka n anaknya yang tela h mengandung sebelu m 

adanya Ikata n Pernikaha n. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Inggit Fitriani mahasiswa jurusan 

Syari’ahProgram Study Al-Ahwal Al Syakhshiyyah pada STAIN Jurai 

Siwo  Metro, dengan judul “Pernikahan dengan Wali Hakim dalam 

Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Tirto Kecamatan Way 

Bungur Kabupaten Lampung Timur)2013. 14Berdasarkan hasil kajian dari 

                                                 
14 Inggit Fitriani mahasiswa jurusan Syari’ahProgram Study Al-Ahwal Al Syakhshiyyah 

pada STAIN Jurai Siwo  Metro, dengan judul “Pernikahan dengan Wali Hakim dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Tirto Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung 

Timur)2013 
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penelitian yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukan adalah 

suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila perkawinan tersebut sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Sebaliknya, apabila perkawinan tersebut hanya berdasarkan fiqihul Islam 

baik yang salaf ataupun yang khalaf ( bukan fiqih ke- Indonesia ), maka 

perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, sehingga 

perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti didepan 

sidang pengadilan hukum di Indonesia.  Dalam penelitiannya tersebut 

 peneliti memfokuskan pembahasannya pada seseorang PPN (Petugas 

Pencatat Nikah) yang tidak mempunyai hak dan wewenang dari 

Pengadilan Agama bertindak sebagai wali hakim. Perbedaa n penelitia n 

yang penuli s lakuka n denga n penelitia n yang tela h di lakuka n ole h Inggit 

Fitriani tersebu t adala h bahwasannya dala m penelitia n tersebu t 

membaha s tentang Pernikahan dengan Wali Hakim dalam Perspektif 

Hukum Islam, Sedangka n penelitia n yang aka n saya lakuka n ini 

membaha s tentang pandanga n masyaraka t yang ada di Desa Banda r Jaya 

Timu r terhada p pernikaha n yang menggunaka n wali haki m dikarenaka n 

walinya engga n menikahka n anaknya yang tela h mengandung sebelu m 

adanya Ikata n Pernikaha n. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Purwanto Mahasiswa Ilmu Hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul 

“Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut 

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim 
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(Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 

03/Pdt.P/2009/PA.Skh.) 2009.15 Berdasarkan hasil kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukan adalah 

kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali 

pengganti dari wali wanita, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah 

bagi seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali 

(dalam hal ini ayah kandung pemohon) tidak bisa atau enggan menjadi 

wali nikah bagi anaknya. Dalam mengabulkan permohonan Wali Hakim 

sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 

03/Pdt.P/2009/PA.Skh., hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

tertentu sehingga memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya, setiap 

putusan hakim harus bernilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Salah satu hal yang menjadi latar belakang hakim dalam memberikan 

suatu penetapan wali adhal sedang wali nasabnya enggan atau menolak 

atau adhal adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah, dengan 

alasan apabila perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut telah 

memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Pertimbangan yang lain 

adalah untuk mencari atau mendapatkan suatu kemaslahatan, dimana 

dengan pertimbangan bahwa dengan dilangsungkannya pernikahan 

(dengan wali hakim tersebut) akan timbul atau diharapkan datangnya suatu 

kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak yang terlibat dalam 

                                                 
15 Edy Purwanto Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta dengan judul “Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut 

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim (Studi terhadap Penetapan 

Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.) 2009 
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pernikahan tersebut. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan 

penelitian yang telah di lakukan oleh Edy Purwanto tersebut adalah 

bahwasannya dalam penelitian tersebut membahas tentang penyebab 

terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan membahas kedudukan wali 

hakim dalam pelaksanaan akad nikah serta membahas bagaimana 

pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan 

permohonan wali hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama 

Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh. Sedangkan penelitian yang 

saya lakukan ini akan membahas tentang pandangan masyarakat Mengenai 

wali  nasab yang enggan menikahkan anaknya dengan alasan anaknya itu 

sudah dalam keadaan mengandung lalu wali nasab memberikan hak 

kewaliannya terhadap wali hakim ( penghulu). 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Afnan Riani Cahya Ananda dengan judull 

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Taukil Wali 

dalam Akad Nikah‖ Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa 

Barat (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).16 Dalam skripsi tersebut 

secara khusus membahas mengenai tinjauan hukum dari taukil wali nya 

baik dari hukum Islam maupun hukum positifnya, sedangkan di dalam 

penelitian ini berfokus pada Bagaimana pandangan masyarakat terhadap 

wali nasab yang enggan menikahkan anaknya dikarenakan anaknya sudah 

dalam keadaan mengandung dan mewakilkanya kepada wali hakim ( 

penghulu )   . 

                                                 
16 Afnan Riani Cahya Ananda dengan judull Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah‖ Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten 

Sumbawa Barat (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) 
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9. Penelitian yang dilakukan oleh  Muhammad Idzhar Faza dengan judul  

Faktor Penyebab wali adhol di masyarakat kecamatan ngantru kabupaten 

tulungagung Universitas  Islam Negeri Maulana Malik  Ibrahim malang.17 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut  adalah :Wali adhol 

adalah wali yang tidak bersedia menikahkan anak perempuannya dengan 

berbagai sebab. Mayoritas masyarakat Kecamatan Ngantru belum 

memehami mengenai wali adhol sehingga menyebabkan adanya kasus 

wali adhol di Kecamatan Ngantru. Sebab-sebab wali adhol yang terjadi di 

masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dapat dibagi 

menjadi 6 Tipologi sebagai berikut: a) Faktor Adat Jawa, b) Faktor 

Ekonomi, c) Faktor Komunikasi Keluarga, d) Faktor Agama, e) Faktor 

Pendidikan, f) Faktor Derajat.  

Mayoritas penyebab dari wali adhol di wilayah kerja KUA 

Kecamatan Ngantru terjadi karena faktor adat jawa antara lain Mbalik 

Winih, Dandang Angok-angok dan Selanjutnya karena faktor ekonomi 

harta yang tidak sesuai dengan pengharapan dari orang tua karena 

khawatir tidak terpenuhinya nafkah keluarga. Sedangkan penelitian yang 

saya lakukan ini akan membahas tentang pandangan masyarakat Mengenai 

wali  nasab yang enggan menikahkan anaknya dengan alasan anaknya itu 

sudah dalam keadaan mengandung lalu wali nasab memberikan hak 

kewaliannya terhadap wali hakim ( penghulu). 

                                                 
17 Muhammad Idzhar Faza dengan judul  Faktor Penyebab wali adhol di masyarakat 

kecamatan ngantru kabupaten tulungagung Universitas  Islam Negeri Maulana Malik  Ibrahim 

malang 
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10. Penelitian yang dilakukan oleh  M.Sulthonul Arifin   dengan judul  

Pandangan Masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah  ( studi di 

desa pakukerto  kecamatan sukorejo kabupaten pesawaran ) Universitas  

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.18 Berdasarkan hasil  

kesimpulan dari penelitian tersebut adalah,  wakalah wali terjadi di semua 

pernikahan di desa pakukerto, sebagian besar yang menjadi wakil wali 

dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, Sebagian lagi 

kyai dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat desa pakukerto  

setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, 

tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. 

Sehingga setiap pernikahan d i desa pakukerto wali selalu mewakilkan 

haknya  kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Sedangkan 

penelitian yang saya lakukan ini akan membahas tentang pandangan 

masyarakat Mengenai wali  nasab yang enggan menikahkan anaknya 

dengan alasan anaknya itu sudah dalam keadaan mengandung lalu wali 

nasab memberikan hak kewaliannya terhadap wali hakim(penghulu).

                                                 
18 M.Sulthonul Arifin   dengan judul  Pandangan Masyarakat terhadap wakalah wali dalam 

akad nikah  ( studi di desa pakukerto  kecamatan sukorejo kabupaten pesawaran ) Universitas  

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 



 

 

 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Pandangan Masyarakat  

Pandanga n atau persepsi adala h stimulu s yang didinderaka n ole h 

individu yang kemudia n diorganisasika n da ni diinterpretasika ni sehinggai 

individui tersebuti menyadarii da ni mengertii tentangi apai yangi diinderanya.i 

Dala mi ha li inii pandanga ni merupaka ni prosesi yangi berkaita ni denga ni 

masuknyai informasii kedala mi ota ki manusia.i Persepsii menjadii integritasi dii 

dala mi dirii setia pi individui terhada pi setia pi stimulasii didapatnya.i Apai yangi 

adai dala mi dirii setia pi individui sepertii ikira n,i perasaa n,i pengalama ni individui 

aka ni bereaksii aktifi dala mi mempengaruhii prosesi persepsi. 

Sedangka ni menuruti perspektifi psikologii persepsii diartika ni sebagaii 

sejenisi pengelolaa ni informasii yangi menghubungka ni seseorangi denga ni 

lingkungannya.i Persepsii sosia li individu,i merupaka ni prosesi pencapaia ni 

pengetahua ni prosesi berfikiri tentangi orangi lai n,i misa li berdasara ni ciri-cirii 

fisi k,i kualita s,i bahka ni padai kepribadiannya.1 

\Individui membangu ni gambara ni tentangi orangi lai ni dala mi upayai 

menetapka n,i memungkinka n,i da ni mampui mengelolai duniai sosialnya. 

Adapu ni faktori yangi mempengaruhii pandanga ni ataui persepsii 

seseorangi yaitui sebagaii berikut: 

 

                                                 
1 Tonyi Dani Barryi Buza n,i Memahamii Petai Pikirani (Thei Mindi Mapi Book),i Edisii 

Millenniu m,(Jakarta:i Interaksara,i 200),h251. 



23 

 

 

1. Faktori interna li yaitui sepertii perasaa n,i sika p,i kepribadia ni individu,i 

prasangka,i keingina ni ataui harapa n,i prosesi belaja r,i ganggua ni kejiwaa n,i 

keadaa ni fisi k,i titi ki foku s,i kebutuha n minati da ni nilaii sertai motivasi. 

2. Faktori eksterna li yaitui sepertii latari belakangi keluarga,i pengetahua ni da ni 

kebutuha ni sekita r,i keberlawaa n,i infomasii yangi didapa t,i hal-ha li yangi 

barui familiari ataupu ni ketida k asinga ni suatui obje k.i  

Selanjutnyai definisii masyarakati menuruti Maclveri da ni Pagei 

mengataka ni bahwa:i Masyarakati iala hi suatui siste mi darii kebiasaa ni da ni tatai 

cara,i wewenangi da ni kerjai samai antarai berbagaii kelompo ki da ni 

penggolonga n,i da ni pengawasa ni tingka hi lakui sertai kebebasa ni kebebasa n 

manusia. Keseluruha n yang selalu beruba h ini kita namaka n masyarka t. 

Masyaraka t merupaka n jalina n hubunga n socia l da n masyaraka t selalu 

beruba h.2 

Wirawa n, juga menjelaska n bahwa prose s pandanga n merupaka n hasi l 

dari hubunga n anta r manusia denga n lingkunga n yang kemudia n diprose s 

dala m ala m kesadara n yang dipengaruhi ole h memori tentang pengalama n 

pada masa lampau, mina t, sika p, intelegensi, dimana hasi l atau penelitia n 

terhada p apa yang diinderaka n aka n mempengaruhi tingka h laku. 

 Dibawa h ini merupaka n beberapai definisii mengenaii masyarakati 

sebagaii berikut:i  

 

                                                 
2 Fattahi Hanurawa n,i Psikologii Sosiali Suatui Terapa n,i (Bandung:i PTi Remajai 

Rosdakarya, 2010), h, 34. 
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a.  R.i Linto ni :i seorangi ahlii antropologii mengemukaka n,i bahwai masyarakati 

adala hi setia pi kelompo ki manusiai yangi tela hi cuku pi lamai hidu pi da ni 

bekerjasama,i sehinggai merekai inii dapati mengorganisasika ni dirinyai 

berpikiri tentangi dirinyai dala mi satui kesatua ni sosia li denga ni batas-batasi 

tertentu.i 3 

b.  M.J.i Herskovitsi :i Mengataka ni bahwai masyarakati adala hi kelompo ki 

individui yangi diorganisasika ni da ni mengikutii satui carai hidu pi tertentu.i  

c. J. L. Gili n da n J. P. Gili n : Mengataka n bahawa masyaraka t adala h 

kelompo k manusia yang terseba r da n mempunyai kebiasaa n, tradisi, 

sika p da n perasaa n persatua n yang sama. Masyaraka t itu meliputi 

pengelompokan-pengelompoka n yang lebi h keci l.  

d.  S. R.i Steinmetzi :i Seorangi sosiologi bangsai Belandai mengataka n,i bahwai 

masyarakati adala hi kelompo ki manusiai yangi terseba r,i yangi meliputii 

pengelompokan-pengelompoka ni manusiai yangi lebi hi keci l,i yangi 

mempunyaii perhubunga ni yangi erati da ni teratu r.i  

e.  Hasa n Shadily : Mendifinisika n masyaraka t adala h golonga n besa r atau 

keci l dari beberapa manusia, yang denga n atau sendirinya bertalia n secara 

golonga n da n mempunyai pengaru h kebatina n satu sama lai n. 

Masyarakati jugai dapati diartika ni sebagaii suatui bentu ki denga ni suatui 

tatai kehidupa ni sosia li denga ni suatui tatai nilaii da ni suatui tatai budayanyai 

sendiri.i4 Dala mi artii yangi lebi hi terperincii lagii masyarakati adala hi 

sekelompo ki manusiai yangi dimanai merekai menempatii suatui daera hi tertentu,i 

                                                 
3 i Abui Ahmadi,i Ilmui Sosiali Dasa r,i Ce t.5,i (Jakarta:i Rinekai Cipta,i 2009),i h.i225-226 
4 Abdulsyani,i Sosiologii Skematika,i Teori,i dani Terapa n,i (Jakartai :i Bumii Aksara,i 

2002),  h.i32 
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menunjukka ni integritasi berdasarka ni pengalama ni bersamai berupai sebua hi 

kebudayaaa n, memiliki sejumla h lembaga yang dapa t melayani kepentinga n 

bersama yang mempunyai kesadara n da n kesatua n tempa t tinga l da n dapa t 

bertinda k bersama. Mereka menunjukka n betapa pentingnya arti masyaraka t 

da n kehidupa n manusia, sebab manusia tida k mungki n dapa t hidu p sendiri 

da n tida k dapa t berdiri sendiri tanpa kerja sama da n bantua n orang lai n. 

Denga n demikia n masyaraka t saling membutuhka n dala m kehidupa n 

bermasyaraka t satu denga n yang lainnya. Menuru t Soerjono Soekanto yang 

dikuti p dala m buku Abdu l Syani, mengataka n bahwa sebagai suatu pergaula n 

hidu p atau suatu bentu k kehidupa n bersama manusia, maka masyaraka t itu 

mempunyai ciri-ciri poko k, yaitu:  

a. Manusia yang hidu p bersama.  

b. Bercampu r untu k waktu yang cuku p lama.  

c. Mereka sada r bahwa mereka merupaka n suatu kesatua n.  

d. Mereka merupaka n suatu siste m hidu p bersama. Siste m kehidupa n 

bersama yang menimbulka n kebudayaa n, ole h karena setia p anggota 

kelompo k merasa dirinya terika t antara satu denga n yang lainnya.5 

Antara warga masyaraka t pedesaa n da n juga masyaraka t perkotaa n 

terdapa t perbedaa n perhatia n, khususnya terhada p keperlua n hidu p. Di desa 

yang diutamaka n adala h perhatia n khusu s terhada p keperlua n utama 

kehidupa n, hubungan-hubunga n untu k memperhatika n fungsi pakaia n, 

                                                 
5 Mo h. Padi l da n Triyo supriyatno, Sosiologi Pendidika n, ( Malang: UIN-Maliki Pres s, 

2010), h. 193-194 
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makana n, ruma h, da n sebagainya. Ha l ini berbeda denga n masyaraka t kota 

yang mempunyai pandanga n yang berbeda.  

Orang kota suda h memandang penggunaa n kebutuha n hidu p, 

sehubunga n denga n pandangna n masyaraka t sekitarnya, yang berpengaru h 

terhada p cara hidu p mereka yang disesuaika n denga n kebutuha n hidupnya. 

Berdasarka n pengertia n di ata s dapa t disimpulka n bahwa pandanga n atau 

persepsi adala h hasi l dari suatu pengalama n yang didasarka n dari prose s 

meliha t, mendenga r, memperhatika n, mengelompoka n da n membeda-

bedaka n suatu obje k kejadia n kemudia n menyimpulkannya. Sedangka n 

pandanga n masyaraka t adala h suatu pemahama n sekelompo k orang terhada p 

suatu obje k kejadia n tertentu da n sekelompo k orang itu tela h hidu p da n 

bekerjasama dala m suatu kebiasaa n atau tradisi yang suda h terjadi dala m 

waktu yang cuku p lama.  

 

B. Wali 

1. Pengertian Wali Nikah 

Wali nika h adala h orang yang berha k menikahka n karena pertalia n 

dara h secara langsung denga n piha k mempelai perempua n yang meliputi 

Bapa k, Kakeknya (bapa k dari bapa k mempelai perempua, saudara laki-

laki yang seibu sebapa k denganya, ana k laki-laki dari saudara laki-laki 

yang sebapa k saja denganya, saudara bapa k yang laki-laki (pama n dari 

piha k bapak), ana k laki-laki pamanya dari piha k bapaknya, Haki m.6 

                                                 
6 i Mustofai Hasa n,i Pengantari Hukumi Islami (Bandung:i Pustakai Setia,i 2011), h. 98 
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Wali nika h diartika n dala m Kamu s Besa r Bahasa Indonesia iala h 

sebagai pengasu h penganti n perempua n ketika nika h, yaitu orang yang 

melakuka n janji nika h denga n laki-laki. 7Dala m KHI Pasa l 19 BAB XV 

juga dijelaska n Wali nika h dala m perkawina n merupaka n ruku n yang 

haru s dipenuhi bagi calo n mempelai wanita yang bertinda k untu k 

menikahkanya. Pasa l 20 aya t 1 menjelaska n bahwa yang bertinda k 

sebagai wali nika h iala h seorang laki-laki yang memenuhi syara t huku m 

Isla m yakni musli m, aqi l, balig h. Di buku Fiqi h Munakaha t yang dituli s 

ole h Dr s. Slame t Abidi n da n Dr s. Aminudi n juga menjelaska n 

bahwasanya seseorang bole h menjadi wali apabila ia merdeka, beraka l, 

da n dewasa. Buda k, orang gila, da n ana k keci l tida k bole h menjadi wali, 

karena orang tersebu t tida k berha k mewakili dirinya. wali juga haru s 

beragama Isla m, karena orang yang buka n Isla m tida k bole h menjadi 

walinya orang Isla m.8 

Para ulama fiqi h juga berpendapa t dala m masala h wali, pandanga n 

Ima m Mali k da n Ima m Syafi’i berbeda denga n pandanga n Ima m Abu 

Hanifa h. Ima m Mali k da n Ima m Syafi’i berpendapa t bahwa tida k ada 

pernikaha n tanpa wali, da n wali merupaka n syara t sahnya pernikaha n, 

namu n pendapa t Ima m Abu Hanifa h menyataka n bahwa apabila seorang 

                                                 
7 i Timi Penyusuni Kamusi Pusati Dani Pengembangani Bahasa,i Kamusi Besari Bahasai 

Indonesiai (Jakarta:i Balaii Pustaka,i 1989),ih1007. 
8 Dedyi Supriadi,i Fiqihi Munakahati Perbandingani (Bandung:i PUSTAKAi SETIA,i 

2011),i 53.i i 



28 

 

 

perempua n melakuka n akad nika h tanpa wali, sedang calo n suaminya 

sebanding maka pernikahanya bole h.9 

a. Wali Menuru t Undang-undang Nomo r 1 tahu n 1974 Pasa l 6 UU No.1 

Tahu n 1974 tentang perkawina n di atu r sebagai berikut: 

1) Perkawina n haru s didasarka n ata s persetujua n kedua calo n 

mempelai 

2) Untu k melangsungka n perkawina n seorang yang belu m mencapai 

umu r 21 tahu n, haru s mendapa t izi n dari kedua orang tua. 

3) Dala m ha l sala h seorang dari kedua orang tua tela h meningga l 

dunia atau dala m keadaa n tida k mampu menyataka n 

kehendaknya, maka izi n dimaksud aya t 2 ini cuku p diperole h dari 

orang tua yang mampu manyataka n kehendaknya. 

4) Dala m ha l kedua orang tua tela h meningga l dunia atau dala m 

keadaa n tida k mampu menyataka n kehendaknya maka izi n 

diperole h dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 

mempunyai hubunga n dara h dala m gari s luru s ke ata s selama 

mereka masi h hidu p da n dala m keadaa n dapa t menyataka n 

kehendaknya. 

5) (Dala m ha l ada perbedaa n pendapa t antara orang-orang yang 

disebu t dala m aya t (2), (3) da n (4) pasa l ini, atau sala h seorang 

atau lebi h diantara mereka tida k menyataka n pendapatnya, maka 

Pengadila n dala m daera h huku m tempa t tingga l orang yang aka n 

                                                 
9 Slameti Abidini dani Aminudi n,i Fiqihi Munakahati (Bandung:i Pustakai Setia,i 1999)i 

83.i i 
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melangsungka n perkawina n ata s pemintaa n orang tersebu t dapa t 

memberika n izi n setela h lebi h dahulu mendenga r orang-orang 

tersebu t dala m aya t (2), (3), da n (4) pasa l ini. 

6) Ketentua n aya t (1) sampai denga n aya t (5) pasa l ini berlaku 

sepanjang huku m masing-masing agamanya da n kepercayaannya 

itu dari yang bersangkuta n tida k menentuka n lai n. 

Undang-undang Nomo r 1 tahu n 1974 tentang perkawina n 

mengangga p bahwa wali buka n merupaka n syara t untu k sahnya 

nika h, yang diperluka n hanyala h izi n orang tua itu pu n bila calo n 

mempelai bai k laki-laki maupu n wanita belu m dewasa (dibawa h 

umu r 21 tahun), bila tela h dewasa (21 tahu n keatas) tida k lagi 

diperluka n izi n orang tua.10 

2. Macam-macam Wali Nikah 

Menuru t Kompilasi Huku m Isla m wali terdiri dari wali nasab da n 

wali haki m. Beriku t ini aka n di jelaska n dari masing-masing wali: 

a. Wali Nasab 

Wali nasab adala h wali nika h karena ada hubunga n nasab denga n 

perempua n yang aka n melangsungka n pernikaha n. Tentang uruta n 

wali nasab ada beberapa perbedaa n pendapa t dari para ulama fiqi h. 

Ima m Mali k mengataka n kelaurga terdeka t yang berha k menjadi wali, 

ia mengataka n ana k laki-laki sampai kebawa h lebi h utama, kemudia n 

aya h sampai keata s, kemudia n saudara-suadara lelaki seibu, kemudia n 

                                                 
10 Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i Tentangi Perkawinani dani Kompilasii 

Hukumi Islami (Bandung:i Citrai Umbara,i 2007),i 4i i 
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saudara laki-laki seaya h saja, kemudia n ana k lelaki saudara lelaki 

seaya h saja, kemudia n ana k lelaki dari saudara laki-laki seaya h saja, 

lalu kake k dari piha k aya h sampai keata s.11 

 Al-Mughni berpendapa t bahwa kake k lebi h utama daripada 

saudara laki-laki da n anaknyasaudara lelaki karena kake k adala h asa l. 

Kemudia n paman-pama n dari piha k aya h berdasarka n urutan-uruta n 

saudara-saudara laki-laki sampai kebawa h, kemudia n beka s tua n, da n 

penguasa. Ima m Syafi’i memegang keabsaha n, yaitu ana k laki-laki 

tida k masu k asaba h seorang perempua n, berdasarka n hadi s Uma r  r.a: 

 لَتَنُْكَحُ المَرْ اءَةَ اِلَ  بِإذِْنِ وَلِي هَا اوَْذِى الر  ءِي مِنْ اهَْلِهَااوَْالس لطََا اوالسُّلْطَانِ 
 

Artinya: Wanita tida k bole h menika h, kecuali denga n izi n walinya, 

atau orang cerdi k dari kalanga n keluarganya, atau 

penguasa.12 
 

 

b. Wali Hakim 

Wali haki m adala h wali nika h yang diambi l dari haki m (pejaba t 

pengadila n atau apara t KUA atau PPN) atau penguasa atau dari 

pemerinta h. 13Rasululla h SAW bersabda: 

 وَلِيُّ لَهفَا لسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لََ 

 
Artinya: Maka hakimla h yang bertinda k menjadi wali bagi seseorang 

yang tida k ada walinya 

 

 

 

 

 

Orang-orang yang berha k menjadi wali haki m adalah: 

                                                 
11 i Mustofai Hasa n,i Pengantari Hukumi Islami (Bandung:i Pustakai Setia,i 2011),i 109. 
12 Mustofai Hasa n,i Pengantari Hukumi Isla m.,110. 
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1) Kepala Pemerintah 

2) Khalifa h, penguasa pemerinta h atau aqid nika h yang diberi 

wewenang dari kepala negara untu k menikahka n perempua n yang 

berwali haki m. Wali haki m diperluka n dala m keadaa n sebagai 

berikut: 

a. Tida k ada wali nasab 

b. Tida k cuku p syarat-syara t pada wali aqrab atau wali ab’ad 

c. Wali aqrab gaib atau pergi dala m perjalana n sejau h kurang 

lebi h 92,5 k m atau dua hari perjalanan 

d. Wali aqrab dipenjara da n tida k bisa ditemui 

e. Wali aqrab ‘adhol 

f. Wali aqrab berbeli-beli t (mempersulit) 

g. Wali aqrab sedang ihram 

h. Wali aqrab sendiri yangaka n menikah 

i. Perempua n yang aka n dinikahka n gila, tetapi suda h dewasa, 

sedangka n wali mujbi r  tida k ada. 

Wali haki m tida k berha k menikahkan: 

a. Perempua n yang belu m baligh 

b. Kedua bela h piha k (calo n perempua n da n laki-laki) tida k 

sekufu’ 

c. Tanpa seizi n perempua n yang aka n menikah 

d. dilua r daera h kekuasaanya14 

 

                                                 
14 i Abdurrahma n,i Kompilasii Huku m.,i hl.113 



32 

 

 

c. Wali Tahkim 

Wali tahki m yaitu wali yang diangka t ole h calo n suami atau 

calo n istri. Adapu n cara pengangkatanya (cara tahkim) iala h calo n 

suami mengucapka n tahki m kepada calo n istri denga n kalima t Saya 

angka t Bapak/Saudara untu k menikahka n saya pada... (calo n istri) 

denga n maha r... da n putusa n Bapak/Saudara saya terima denga n 

senang.Setela h itu calo n istri juga mengucapka n ha l yang sama. 

kemudia n calo n haki m itu menjawab Saya terima tahki m ini.15 

Wali tahki m terjadi apabila: 

1) Wali nasab tida k ada 

2) Wali nasab ghaib 

3) Tida k ada qadi atau pegawai pencata t nika h, tala k, da n ruju k. 

d. Wali Maula 

Wali maula, iala h wali yang menikahka n budaknya, artinya 

majikannya buda k tersebu t. Laki-laki bole h menikahka n perempua n 

yang berada dala m perwalianya, terutama adala h hamba sahaya yang 

berada dibawa h kekuasaanya, blamana perempua n itu rela 

menerimanya.  

3. Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali Nikah 

Ulamai membagii walii dala mi duai kelompok: 

a. Walii dekati ataui walii qarib,i yaitui aya hi ataui kalaui tida ki adai aya hi 

pinda hi kei kake k.i keduanyai mempunyaii kekuasaa ni yangi mutla ki 

                                                 
15 Mustofai Hasa n,i Pengantari Hukumi Isla m., h.112. 
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terhada pi ana ki perempua ni yangi aka ni dikawinkannya.i iai dapati 

mengawinka ni anaknyai yangi masi hi dala mi usiai mudai tanpai memintai 

persetujua ni darii anaknyai tersebu t.i walii dala mi keduduka ni sepertii inii 

disebuti walii mujbi r.i ketikharusa ni memintai pendapati darii anaknyai 

yangi masi hi mudai itui adala hi karenai orangi yangi masi hi mudai tida ki 

mempunyaii kecakapa ni untu ki memberika ni persetujua n. 

b. Walii jau hi ataui walii ab’ad.i yangi menjadii walii jau hi inii secarai 

beruruta ni adalah: 

1. Saudarai laki-lakii kandung,i kalaui tida ki adai pinda hi kepada 

2. Saudarai laki-lakii seaya h,i kalaui tida ki adai pinda hi kepada 

3. Ana ki saudarai laki-lakii kandung,i kalaui tida ki adai pinda hi kepada 

Ana ki saudarai laki-lakii seaya h,i kalaui tida ki adai pinda hi kepada 

4. Pama ni kandung,i kalaui tida ki adai pinda hi kepada 

5. Pama ni seaya h,i kalaui tida ki adai pinda hi kepada 

6. Ana ki pama ni kandung,i kalaui tida ki adai pinda hi kepada 

7. Ana ki pama ni seayah 

8. Ahlii warisi kerabati lainnyai kalaui ada 

9. Sulta ni ataui walii haki mi yangi memegangi wilaya hi umu m.16
 

Adapu ni perpindaha ni walii dekati kepadai walii jau hi inii adala hi 

sebagaii berikuti : 

a. Apabilai walii aqrabnyai nonmuslim 

b. Apabilai walii aqrabnyai fasik 

                                                 
16 i Sitii Zulaikha,i Fiqihi Munakahati 1,i (Yogyakarta:i Ideai Pressi Yogyakartai ,i 2015),i 

h.i 68 
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c. Apabilai walii aqrabnyai belu mi dewasa 

d. Apabilai walii aqrabnyai gila 

e. Apabilai walii aqrabnyai bisu/tuli.17 

4. Syarat-syarati Menjadii Wali 

Orang-orangi yangi disebutka ni dii atasi barui berha ki menjadii walii bilai 

memenuhii syarati sebagaii berikut:18 

a. Tela hi dewasai da ni beraka li sehati dala mi artii ana ki keci li ataui orangi 

gilai tida ki berha ki menjadii wali. 

b. Laki-laki 

c. Musli m,i tida ki sa hi orangi yangi tida ki beragamai Isla mi menjadii walii 

untu ki musli m.i  

d. Orangi Merdeka 

e. Tida ki beradai dala mi pengapua ni ataui mahjuri alaih 

f. Berpikiri bai k.i orangi yangi tergaggui pikirannyai karenai ketuaannyai 

tida ki bole hi menjadii wali,i karenai dikhawatirka ni tida ki aka ni 

mendatangka ni maslahati dala mi perkawina ni tersebu t. 

g. Adi li dala mi artii tida ki perna hi terlibati denga ni dosai besari da ni tida ki 

seringi terlibati denga ni dosai keci li sertai teta pi memliharai murua hi ataui 

sopa ni santu n. 

h. Tida ki sedangi melakuka ni ihra m,i untu ki hajii ataui umra h. 

 

                                                 
17 Tihamii dani Soharii Sahrani,i Fikihi Munakaha t.,i h.i 97 
18 Haya Binti Mubaro k, A l Bari k, Ensiklopedia Wanita Muslima h, Diterjemahka n ole h 

Ami r Hamza h FAchrudi n, dari judu l asli Mansu’a h A l Mar’a l u l Muslima h, ( Bekasi: daru l 

Fala h, 2010), h. 99-101 
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5. Sebab-sebabi Menikahi dengani Walii Hakim 

Dala mi pasa li 23i dijelaska ni bahwai walii haki mi barui dapati bertinda ki 

sebagaii walii nika hi apabilai walii nasabi tida ki adai ataui tida ki mungki ni 

menghadirkannyai ataui tida ki diketahuii tempati tinggalnyai ataui gaibi ataui 

adha li ataui engga n.i Walii haki mi dibenarka ni menjadii walii darii sebua hi 

akadi nika hi jikai dala mi kondisi-kondisii berikut:19 

a. Tida ki adai walii nasab 

b. Tida ki cuku pi syarat-syarati padai walii aqrabi ataui walii ab’ad. 

c. Walii aqrabi gaibi ataui pergii dala mi perjalana ni sejau hi ±92,5i k mi ataui 

duai harii perjalana n. 

d. Walii aqrabi dii penjarai da ni tida ki bisai ditemui 

e. Walii aqrabnyai Adlal 

f. Walii aqrabnyai berbelit-beliti (i mempersuliti ) 

g. g.i Walii aqrabnyai sedangi ihram 

h. Wanitai yangi aka ni dinikahka ni gila,i tetapii suda hi dewasai da ni walii 

mujbiri tida ki ada. 

Walii haki mi tida ki berha ki menikahkan: 

a. Wanitai yangi belu mi baligh 

b. Keduai bela hi piha ki (calo ni wanitai da ni calo ni priai tida ki sekutu) 

c. Tanpai seizi ni wanitai yangi aka ni menikah 

d. Wanitai yangi beradai diluari daera hi kekuasaannya.20
 

 

                                                 
19 Abdurrahma n,i Kompilasii Huku m.,i h.i 119 
20 Tihamii dani Soharii Sahrani,i Fikihi Munakaha t.,i hl m.i 97-98 
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C. Taukil Wali 

1. Pengertian Taukil Wali 

Kata taukil merupakan bentuk masdar, yakni dari kata wakkala-

yuwakkilu-taukilan yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Sedangkan 

kata al-wakalah atau al-wikalah memiliki beberapa arti, yaitu al-hifzh 

(penjagaan atau perlindungan), at-tafwidh (penyerahan urusan) dan kifdh 

(perlindungan). Dari segi makna secara etimologi, baik taukil maupun 

wakalah tidak terdapat perbedaan. Karena kedua kata tersebut berasal dari 

satu kata yang sama, yaitu wakala. Sedangkan dalam terminologi syar’i 

adalah seseorang meminta orang lain untuk menggantikan posisinya baik 

secara mutlak maupun terbatas. 21 

Taukil wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu 

wewenang oleh wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang 

memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam 

suatu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya. Dengan demikian, 

kedudukan wakil dalam akad pernikahan hanya sebagai orang yang diutus 

untuk menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yakni sebagai 

orang yang diberi wewenang atau amanat oleh wali nikah untuk 

menikahkan calon mempelai perempuan. Sehingga wali yang telah 

mewakilkan hak perwaliannya kepada pihak lain dalam suatu akad ijab 

qabul, maka wali tidak boleh menjadi saksi nikah. Akan tetapi, wali tetap 

diperbolehkan berada di Majelis akad. Wakil dalam pernikahan berbeda 

                                                 
21 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam ( 

Jakarta:Darul Haq, 2016), 693 
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dengan wakil dalam akad-akad lain. dasarnya wakil dalam pernikahan 

hanyalah sebagai duta dan penyampai amanat. Sehingga hak-hak akad 

tidak dituntutkan kepada wakil dan wakil juga tidak dituntut untuk 

memberikan mahar, memerintahkan istri taat kepada suami atau 

semisalnya. 

2. Dasar Hukum Taukil Wali 

Dalam perspektif hukum Islam, praktik taukil wali ini diperbolehkan 

baik wali nasabnya itu hadir ataupun tidak hadir. Hal ini diputuskan karena 

telah diriwayatkan dari Rasulullah saw jika beliau pernah mewakilkan Abu 

Rafi‘i untuk menikahi Maimunah dan beliau juga pernah mewakilkan Raja 

Najasyi untuk menikahkannya dengan Ummu Habibah. Pernikahan 

termasuk akad yang dibolehkan untuk diwakilkan karena pernikahan 

adalah akad timbal balik seperti halnya jual beli.22 

Perwakilan ini sahnya tidak harus dengan izin calon mempelai 

wanitanya dan proses sighat perwakilan itu tidak perlu dihadirkan dua 

orang saksi. Sebagian penganut madzhab Syafi‘i mengemukakan orang 

yang tidak terpaksa tidak boleh mewakilkan kewaliannya kecuali dengan 

izin wanita yang akan dinikahkan. Demikian halnya juga wali hakim, ia 

boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan seperti Kepala 

KUA yang bisa mewakilkan kepada Penghulu Madyanya. Kebolehan yang 

telah dijelaskan sebelumnya itu didasarkan kepada sumber-sumber hukum 

berikut ini: 

                                                 
22 Sabiq, Fiqh Sunnah 7, 32. 
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ذِهٖٓ اِ  ا احََدكَُمْ بِوَرِقكُِمْ هَٰ  لىَ الْمَدِيْنَةِ فَابْعَثوُْٓ
 

 Artinya: “maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke 

kota dengan membawa uang perakmu ini” (Q.S. al-Kahfi [18]: 

19).23 

 

Dalam potongan ayat itu disebutkan untuk mengutus seseorang agar 

menggantikannya. Akhirnya ayat tersebut dijadikan landasan bagi kasus-

kasus perwakilan, seperti halnya dengan taukil wali yang menggunakan 

ayat ini sebagai salah satu dasar hukumnya. Dengan syarat adanya 

kerelaan dari pihak yang memberikan kuasa tersebut. Kemudian terdapat 

lagi firman Allah swt dalam Q.S. al-Nisa‘: 35  

نْ اهَْلِهَا ۚۡ اِنْ يُّرِيْدآَ  ا مِ  نْ اهَْلِهٖ وَحَكَم  ا مِ  اِنْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثوُْا حَكَم  ََ
ا خَبِيْر   َ كَانَ عَلِيْم  ُ بَيْنَهُمَاۗ  اِن  اللّٰه ا يُّوَف ِقِ اللّٰه  ااِصْلََح 

Artinya : “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-

laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua 

orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya 

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” 24. 

 

Ayat ini turun saat terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka 

Allah swt berfirman dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan‖ untuk mengutus seseorang agar 

menengahi masalah mereka. Mengirim utusan guna menjadi penengah 

untuk menengahi suatu masalah sebenarnya merupakan salah satu upaya 

dari si penengah yang mewakili pihak a dan pihak b untuk berkomunikasi 

dengan baik sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.  

                                                 
23 Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia ” (Q.S. al-Kahfi [18]: 19) 
24 Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia Q.S. al-Nisa‘: 35 
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3. Pandangan Ulama Mengenai Taukil Wali 

Perwakilan ini dapat dilakukan baik dengan ucapan maupun tulisan 

dan para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat 

perwakilan dilakukan, tetapi ada baiknya wakil mendatangkan saksi 

sebagai tidakan kewaspadaan karena ditakutkan adanya persengketan yang 

terjadi. Kekuasaan yang didapatkan oleh wakil dapat berlaku tindakannya 

sesuai dengan yang sebagaimana mestinya wali yang melakukan 

perwakilan ini lakukan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat para 

madzhab mengenai taukil wali ini:  

a. Madzhab Hanafi  

Menurut pendapat madzhab ini, suatu perkawinan sah apabila 

kedua mempelai baik laki-laki dan perempuan sudah memiliki 

kemampuan sempurna dalam arti sudah akil baligh dan juga merdeka 

maka perempuan ini dapat menikahkan dirinya sendiri. Karena hal 

tersebut maka mempelai perempuan yang lebih memiliki hak untuk 

mewakilkan orang lain untuk menikahkan dirinya daripada wali 

nasabnya.25 Dan terjadinya perwakilan ini harus berdasarkan izin dari 

orang yang diwakili yaitu di sini orang yang lebih berhak adalah calon 

mempelai perempuan itu sendiri. Wewenang wakil menurut madzhab 

ini terbatas karena wakil dalam akad perkawinan sama seperti halnya 

dalam semua akad, maka menurut madzhab Hanafi wakil ini tidak 

boleh mewakilkan kembali perwakilan ini kepada orang lain karena 

                                                 
25 Az-Zuhaili, Fiqh islam Wa Adillatuhu Jilid 9, 207 
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orang yang dia wakili (muwakkil) merasa rela kepadanya bukan kepada 

orang lain lainnya kecuali memang sudah ada izin dari muwakkil itu 

sendiri. Adapun tindakan yang berhak dilakukan hanya sebatas apa 

yang diwakilkan saja tidak dengan perkara diluarnya. Akan tetap 

terdapat beberapa masalah yang disepakati oleh Abu Hanifah dan 

sahabatnya yaitu:  

1) Jika muwakkil seorang perempuan maka wakilnya harus 

menikahkan perempuan tersebut dengan orang yang setara 

dengannya karena biasanya seorang perempuan demi 

kemashlahatannya ia tidak ingin menikah kecuali dengan orang 

yang setara dengannya agar tidak terjadi pertentangan di dalam 

keluarganya.  

2) Jika muwakkil seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan 

buta maka jika wakil menikahkannya dengan wanita yang bisa 

melihat maka akad tersebut sah terlaksana untuknya karena dia 

melakukan penyimpangan yang lebih baik dari apa yang ditetapkan 

orang yang dia wakili tersebut. 26 

3) Jika muwakkil seorang laki-laki yang akan menikah dengan 

perempuan yang belum baligh maka hukumnya boleh mengikuti 

pendapat dari kesepakatan para fuqaha. Jika perempuan tersebut 

masih ada dalam garis nasabnya baik masih belum baligh ataupun 

                                                 
26 Ibid..210 
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sudah baligh maka tidak sah akad itu karena terwujudnya tuduhan 

yang mencegah terlaksananya suatu akad.   

4) Jika wakil ditunjuk untuk menikahkan dua orang perempuan dan 

dia menikahkan salah satu dari perempuan itu maka akadnya sah 

terlaksana karena adanya hak pilihan dalam mewakilkan.   

5) Jika wakil diberikan wewenang unutk menikahkan muwakkil 

dengan seorang perempuan dan tidak adanya penentuan maka 

wakil menikahkannya dengan dua orang yang berbeda di tempat 

dan waktu yang berbeda maka yang sah pelaksanaan akadnya 

adalah yang paling pertama, sedangkan yang kedua tergantung 

dengan izin dari muwakkil.  

6) Jika muwakkil seorang perempuan dan menunjuk lakilaki sebagai 

wakilnya lalu dia menikahkan perempuan tersebut dengan dirinya 

sendiri maka akad ini tidak sah pelaksanaannya kecuali dengan izin 

perempuan tersebut. 

b. Madzhab Syafi‘i  

Menurut madzhab ini perwakilan (taukil wali) boleh dilakukan 

dan yang berhak melakukan perwakilan adalah wali mujbir dari 

seorang perempuan yang akan menikah. 27Tetapi jika wali selain wali 

mujbir maka harus dengan izin sang perempuan yang akan menikah 

itu, jika perempuan tersebut menyetujui maka dia dapat 

mewakilkannya tetapi jika perempuan tersebut menolaknya maka dia 

                                                 
27 Ibid, 210 
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tidak boleh mewakilkannya. Dalam akad nikah menurut jumhur fuqaha 

dan madzhab ini bahwa akad tidak boleh dilakukan hanya dengan satu 

pelaksana (pelaksana ijab dan pelaksana qabul) karena satu orang tidak 

bisa menggambarkan menjadi orang yang menyerahkan dan menerima. 

Tetapi Syafi‘i mengecualikan kasus kakek yang menikahkan cucu 

perempuan dari anak laki-lakinya dengan cucu laki-laki dari anak laki-

lakinya yang lain, hal itu diperbolehkan karena dianggap kondisi 

darurat. Untuk hak-hak dari akad nikah itu kembali kepada orang yang 

asli karena wakil hanya bertindak sebagai utusan dari orang yang 

diwakilkan. Oleh karena itu wakil tidak berhak menuntut agar 

maharnya dipenuhi, nafkah dan hal lain yang bersangkutan karena hak 

itu kembali kepada orang yang mewakilkannya. Jika akad nikah yang 

diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon 

mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Syafi‘i akad tersebut 

tidak sah, ini ada fatwa yang digunakan dalam kehakiman di Mesir.  

c. Madzhab Maliki   

Menurut madzhab ini taukil wali pada dasarnya boleh dilakukan 

tetapi ada aturan tambahan yaitu madzhab ini memberikan kebolehan 

bagi laki-laki mewakilkan orang yang memiliki salah satu penghalang 

yaitu ihram haji ataupun umrah, maupun orang idiot, maka boleh 

baginya untuk mewakilkan kepada orang Nasrani, seorang budak, 

ataupun seorang perempuan dan anak laki-laki yang sudah baligh 
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untuk menikahkan seorang perempuan yang dia walikan. 28 Jika akad 

nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik 

pada calon mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Maliki 

akad tersebut tergantung izin dan kerelaan dari yang diwakili, jika 

mereka tidak masalah maka pernikahannya sah begitupun sebaliknya 

jika tidak menerima maka pernikahannya tidak sah.  Madzhab Maliki 

menguraikan sebagian perselisihan dengan pernyataan, jika seorang 

perempuan menunjuk walinya yang selain wali mujbir untuk 

menikahkannya dengan orang yang dia cintai, maka dia harus 

menentukan calon suaminya sebelum akad karena adanya perbedaan 

tujuan perempuan dalam pandangannya terhadap laki-laki, jika tidak 

ditentukan maka akad bergantung kepada izinnya. Madzhab inipun 

membolehkan anak laki-laki paman (sepupu), wakil wali, dan hakim 

untuk menikahi perempuan itu kepada dirinya sendiri dan dilaksanakan 

sendiri kedua belah pihak akad. Hendaknya itu disaksikan keridhaan si 

perempuan dengan saksi karena dikhawatirkan akan terjadi masalah di 

kemudian harinya. 

d. Madzhab Hambali  

Jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi yaitu termasuk madzhab 

Hambali membolehkan taukil wali tetapi tidak mengizinkan 

perempuan yang akan menikah untuk meminta mewakilkan orang lain 

kecuali walinya. Karena dia tidak memiliki hak untuk pelaksanaan 

                                                 
28 Ibid, 209 



44 

 

 

akad nikahnya sendiri. Madzhab ini berpendapat izin perempuan dalam 

perwakilan tidak dianggap dalam sahnya akad perwakilan karena itu 

adalah hak dari walinya, begitu juga dengan dua orang saksi yang tidak 

diwajibkan. Tetapi jika wali mujbir yang memberikan hak 

perwakilannya maka wakil tidak perlu izin kepada perempuan yang 

akan menikah, namun jika selain dari wali mujbir yang memberikan 

hak perwaliannya maka wakil harus meminta persetujuan dari 

perempuan tersebut untuk melakukan tugas yang telah dilimpahkan 

kepadanya. Sama seperti madzhab Syafi‘i, jika terdapat tipuan dalam 

akad seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya 

maka akad tersebut tidak sah. Jumhur fuqaha termasuk madzhab 

Hambali memutuskan bahwa akad tidak boleh hanya dilakukan oleh 

satu orang saja karena harus ada pihak yang memberikan dan pihak 

yang menerima. 

4. Rukun dan Syarat Taukil Wali 

Untuk melaksanakan taukil atau perwakilan maka hrus memenuhi 

rukun dan syaratnya yaitu sebagai berikut:   

a. Muwakkil (orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa)  

Syarat untuk muwakkil yaitu orang yang memberi kuasa harus 

seseorang yang dapat bertindak terhadap apa yang diwakilkan dan 

benar memang dia pemilik sah dari tindakan yang akan diwakilkan 

itu. Bagi seseorang yang memiliki gangguan jiwa atau anak kecil yang 
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belum mummayiz maka mereka kehilangan kepemilikannya dan tidak 

memiliki hak untuk bertindak.29 

b. Wakil (orang yang menerima kuasa)  

Syarat untuk orang menerima kuasa ini adalah harus seseorang 

yang berakal. Seorang anak kecil yang tidak dapat membedakan baik 

buruk tidak boleh mewakilkan tetapi Hanafi berpendapat bahwa anak 

yang sudah baligh dan sudah bisa membedakan baik buruk maka 

boleh menjadi wakil. Adapun sebagian dari Hanafi yang 

membolehkan anak yang belum baligh menjadi wakil, hal itu dasarkan 

pada kisah Amar bin Ummu Salamah yang menikahkan ibunya 

dengan Rasulullah saw, disaat Amar masih seorang anak kecil yang 

belum baligh.  

c. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan)  

Syarat utama untuk sesuatu yang diwakilkan itu adalah tindakan 

yang baik bukan perkara-perkara buruk. Kemudian sesuatu yang 

diwakilkan itu harus diketahui secara persis oleh orang yang akan 

menjadi wakilnya. Sesuatu yang diwakilkan ini berlaku untuk semua 

jenis akad yang dilakukan oleh manusia, diantaranya yaitu akad jual 

beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, perkawinan, cerai dan 

mengatur harta. Hal itu berlaku bagi pria dan wanita.  

 

 

                                                 
29 Hadi, FIkih Muamalah Kontemporer, 141. 
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d. Sighat (lafal untuk mewakilkan)  

Syarat dari sighat itu harus disampaikan secara jelas oleh orang 

yang akan mewakilkan sebagai tanda kerelaan dari muwakkil, dan 

adanya lafal penerimaan dari sang wakil karena kerelaannya untuk 

mewakili perkara yang akan diwakilkan tersebut.30 

 

D. Wali Adhol 

1. Pengertia n Wali Adhol 

Wali Adho l iala h wali yang engga n atau wali yang menola k. 

Maksudnya seorang wali yang engga n atau menola k tida k mau 

menikahka n atau tida k mau menjadi wali dala m pernikaha n ana k 

perempuanya denga n seorang laki-laki yang suda h menjadi piliha n 

anaknya.31 Kalau adholnya itu karena sebab nyata yang dibenarka n, tida k 

disebu t adho l, misalka n perempua n menika h denga n laki-laki yang tida k 

sepada n atau menika h denga n maharnya dibawa h misi l, atau perempua n 

dipinang ole h laki-laki yang lebi h sepada n dari peminang pertama. Dala m 

Al-Qur’a n djelaskan: 

 

 ...فَلََ تعَْضُلوُهُن  أنَ يَنكِحْنَ أزَْوَاجَهُ ن  …

 
Artinya: ...maka janganla h kamu (para wali) menghalangi mereka kawi n 

lagi denga n baka l suaminya... 

 

                                                 
30 Ibid, 142 
31 Mustofai Hasa n.,i 112. 
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Penjelasa n aya t di ata s bahwa seorang wali dilarang untu k 

mengahalangi ana k wanitanya untu k menika h denga n calo n suaminya, 

kecuali ia menghalangi karena alasa n syar’i, seperti calo n suaminya tida k 

berima n atau tida k berakhla k seperti mabuk-mabuka n, pemakai oba t 

terlarang, maka seorang wali wajib ditaati. 

2. Lata r Belakang Wali Adhol 

Peristiwa wali adho l dala m perkawina n tercata t dala m sejara h 

perkembanga n Isla m, bermula dari peristiwa yang dialami sahaba t Nabi 

SAW yang bernama Ma’qi l Ibnu Yasa r, dari peristiwa inila h kemudia n 

turu n aya t yang bernada memberi keteranga n da n ketentua n huku m yang 

mengenai dirinya  itu yaitu: 

 Apabila kamu mentala k isteri-isterimu, lalu habi s masa iddahnya, 

maka janganla h kamu (para wali) menghalangi mereka kawi n lagi denga n 

baka l suaminya , apabila tela h terdapa t kerelaa n di antara mereka denga n 

cara yang ma'ruf. Itula h yang dinasehatka n kepada orang-orang yang 

berima n di antara kamu kepada Alla h da n hari kemudia n. Itu lebi h bai k 

bagimu da n lebi h suci. Alla h mengetahui, sedang kamu tida k 

mengetahui.32
 

3. Pandanga n Ulama Mengenai Wali Adhol 

Para Ulama sepaka t bahwa kriteria wali adho l setidaknya ada dua 

syara t yang dapa t dipenuhi diantaranya: Lelaki yang melamarnya adala h 

                                                 
32  M.i Syafi’i,i Skripsii Tinjauani Hukumi Islami terhadapi Walii Adlali dii PAi Nganjuki 

2012i (Kediri:i Staini Kediri,i 2015),i 21 
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sekufu da n sanggu p membaya r maha r mishi l. 33Seperti keteranga n Ibnu 

Rusdi didala m kitab Bidayati Mujtahid sebagai berikut: Para ulama’ 

sepaka t bahwa tida k dibenarka n bagi wali untu k mencega h ana k gadisnya 

(dari kawin) tatkala ia berhadapa n denga n pasanga n yang sekufu denga n 

maha r mithilnya. 

Menuru t Ima m Syafi’i, Maliki, da n Hanafi, jika wali yang deka t 

engga n mengawinka n perempua n kepada laki-laki yang sejodo h denga n 

dia, maka yang menjadi wali adala h haki m, buka n wali yang jau h. 

Menuru t Hanafi yang menjadi wali adala h yang jau h, buka n haki m 

karena masi h ada juga wali perempua n dari keluarganya. Tetapi bila wali 

yang jau h engga n pula, maka hakimla h yang menjadi wali. Ole h sebab itu 

sebaiknya haki m meminta izi n kepada wali yang jau h untu k 

mengawinka n perempua n itu.34
 

Para Ulama’ sependapa t bahwa wali tida k berha k merintangi 

perempua n melaksanaka n pernikahanya da n berarti perbuata n dzali m 

kepada ana k perempua n tersebu t, jika ia mau dikawinka n denga n laki-laki 

yang sepada n denga n maha r mitshi l da n wali merintangi pernikaha n 

tersebu t, maka calo n penganti n wanita berha k mengaduka n perkaranya 

melalui pengadila n aga r perkawina n tersebu t dapa t dilangsungka n. 

Dala m keadaa n seperti ini, perwalia n tida k pinda h dari wali dhali m ke 

wali lainnya, tetapi langsung ditangani ole h haki m sendiri. Sebab 

menghalangi ha l tersebu t adala h suatu perbuata n yang dhali m, sedang 

                                                 
33 iIbnui Rusdi,i Bidayatuli Mujthidi (Semarang:i Asyafi’iya h,i 1990),i ceti 1. 
34Pengertiani dani Pandangani Islami terhadapi Walii Adlal,i Hukumzone,i 

http://www.hukumzone.blogspo t.co.id,i Jum’ati 2i mareti 2012,i diaksesi tanggali 22 Juni 2023. 
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untu k mengaduka n wali dzali m itu hanya kepada haki m.35
 Adapu n jika 

wali menghalangi karena alasan-alasa n yang seha t, seperti halnya laki-laki 

tida k sepada n atau maharnya kurang dari maha r mithi l 36 atau ada 

peminang lai n yang lebi h sesuai derajatnya maka dala m keadaa n seperti 

ini perwalia n tida k berpinda h ketanga n oranglai n, karena tidakla h 

diangga p menghalangi.37
 

4. Wali Adho l dala m Peratura n Perundang-undanga n 

Peratura n Perundang-undanga n yang mengatu r tentang wali adho l 

adala h Peratura n Menteri Agama Nomo r 30 Tahu n 2005 tentang Wali 

Haki m yang tercantu m dala m Pasa l 2 yaitu: 

a. Bagi calo n mempelai yang aka n menika h di wilaya h Indonesia atau di 

lua r negeri/wilaya h ekstra-teritoria l Indonesia ternyata tida k 

mempunyai wali nasab yang berha k atau wali nasabnya tida k 

memenuhi syara t atau mafqud atau berhalanga n atau adho l, maka 

nikahnya dapa t dilangsungka n denga n wali haki m. 

b. Untu k menyataka n adholnya wali sebagiamana tersebu t aya t (1) pasa l 

ini ditetapka n denga n keputusa n pengadila n agama yang mewilayahi 

tempa t calo n mempelai wanita. 

c. Pengadila n Agama memeriksa da n menetapka n adholnya wali denga n 

cara singka t ata s permohona n calo n mempelai wanita denga n 

                                                 
35 Fiki h 4 Madzhab Jilid 5 
36 Mahari mitsli ialahi mahari yangi menjadii ukurani keluargai mempelaii wanitai yangi 

dijadikani standari dalami akadi nikahi taki dikemukakani maharnya,i ataui dalami kasusi lainnya. 
37 Pengertiani dani Pandangani Islami terhadapi Walii Adla l, 
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menghadirka n wali calo n mempelai wanita.Sedangka n wali adho l 

dipaparka n dala m Kompilasi Huku m Isla m (KHI) pasa l 23 bahwa:38 

1) Wali haki m baru dapa t bertinda k sebagai wali nika h apabila wali 

nasab tida k ada atau tida k mungki n menghadirkannya atau tida k 

diketahui tempa t tinggalnya atau ghaib atau adho l atau engga n. 

2) Dala m ha l wali adho l atau engga n maka wali haki m baru dapa t 

bertinda k sebagai wali nika h setela h ada putusa n Pengadila n 

Agama tentang wali tersebu t. (5) Alasa n Permohona n Wali Adhol 

Beberapa ha l yang dijadika n alasa n wali engga n menikahka n 

putrinya, sehingga pemoho n mengajuka n permohona n wali adho l, 

alasa n tersebu t diantaranya : 

a) Wali mempercayai tradisi ada t Jawa yang dinilai dapa t 

mempengaruhi kehidupa n calo n pengantin 

b) Calo n suami perna h terliba t dala m tinda k pidana penyalahgunaa n 

narkoba atau tinda k pidana lainya 

c) Profesi calo n suami buka n PNS 

d) Ketida k senanga n wali terhada p calo n mempelai 

e) Tempa t tingga l calo n suami yang jauh 

f) Wali tida k ingi n memiliki menantu yang tingga l satu daerah 

 

                                                 
38 i Departemeni Agamai RI,i Instruksii Presideni RIi Nomori 1i Tahuni 1991:i Kompilasii 

Hukumi Islami Dii Indonesia,i Babi IV,i Pasali 23,i 22. 



 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jeni s penelitia n yang digunaka n adala h penelitia n lapanga n (field 

research). Penelitia n lapanga n yaitu suatu penelitia n yang dilakuka n di 

lapanga n atau lokasi penelitia n, suatu tempa t yang dipili h sebagai lokasi 

untu k menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebu t. Penelitia n 

lapanga n merupaka n suatu metode untu k menemuka n secara khusu s da n 

realita s apa yang tenga h terjadi pada masyaraka t. 1Dala m ha l ini obje k 

dala m kajia n penelitia n ini adala h pandanga n masyaraka t mengenai wali 

adho l yang terjadi di Desa Banda r Jaya Timu r Kecamata n Terbanggi 

Besa r Kabupate n Lampung Tenga h. 

2. Sifat Penelitian 

Sifa t penelitia n ini merupaka n deskriptif kualitatif, yaitu berupa 

keterangan-keteranga n. Sumadi Suryabrata menyataka n bahwa, penelitia n 

deskriptif merupaka n penelitia n yang dilakuka n untu k membua t 

pencandraa n secara sistemati s, faktua l da n akura t mengenai fakta-fakta 

da n sifat-sifa t di daera h tertentu.2 

 

                                                 
1 i Abdurrahmati Fathoni,i Metodologii Penelitiani &i Tekniki Penyusunani Skripsi,i 

(Jakarta:i Rinekai Cipta,i 2006),i h.i 96. 
2 i Sumadii Suryabrata,i Metodologii Penelitia n,i (Jakarta:i Rajawalii Pre s,i 2014),i ce t.i 

25. 
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Dari keteranga n tersebu t dapa t dipahami bahwa penelitia n deskriptif 

kualitatif adala h menguraika n atau memaparka n situasi atau kejadia n yang 

diteliti secara sistemati s, faktua l da n akura t melalui keterangan–

keteranga n yang diperole h dilapanga n da n menyimpulkannya. Dala m 

penelitia n ini, peneliti ingi n menguraika n atau memaparka n pandanga n 

masyaraka t mengenai wali adho l yang tela h terjadi di Desa Banda r Jaya 

Timu r, Kecamata n Terbanggi Besa r, Kabupate n Lampung Tenga h. 

 

B. Sumber Data 

Sumbe r data merupaka n bagia n paling urge n dala m penelitia n, yang 

dimaksud denga n sumbe r data dala m penelitia n adala h subje k dimana data 

dapa t diperole h. Karena denga n data inila h seseorang dapa t menganalisi s 

suatu masala h, menari k kesimpula n da n mencarika n solusi-solusi ata s 

permasalaha n yang sedang diteliti.3 Dala m penelitia n ini peneliti 

menggunaka n sumbe r data prime r da n sumbe r data skunde r. 

1. Sumber Data Primer 

Menuruti Suratma ni sumberi datai primeri adala hi sumberi datai yangi 

langsungi diperole hi darii sumberi utamai untu ki tujua ni penelitia n.i Sumberi 

datai primeri menghasilka ni datai primeri yaitui merupaka ni datai yangi 

didapati darii sumberi pertamai bai ki darii individui ataui perseoranga ni sepertii 

                                                 
3 Suharsimii Arikunto,i Proseduri Penelitiani Suatui Pendekatani Prakti k,i (Jakarta:i PTi 

Rinekai Cipta),i h.i 172 



53 

 

 

hasi li darii wawancarai ataui hasi li darii pengisia ni kuesioneri yangi biasai 

dilakuka ni ole hi peneliti.4 

Padai penelitia ni inii tekni ki yangi digunaka ni adala hi Purposivei 

Sampling.i Purposivei Samplingi adala hi tekni ki penentua ni sampe li denga ni 

pertimbanga ni khususi sehinggai laya ki dijadika ni sampe l.i Dala mi 

Purposivei Samplingi penentua ni subje ki didasarka ni padai ciri–cirii ataui sifati 

tertentui darii populasii yangi suda hi diketahuii sebelumnya.5 

Dala mi penelitia ni inii yangi menjadii Populasi adala hi Seluru h 

Masyaraka t desa Banda r Jaya Timu r, Dimana Populasi itu sendiri adala h 

keseluruha n subje k penelitia n. 6Sedangka ni yangi menjadii sampe li adala hi 

toko hi masyaraka t,i toko hi agamai,, Piha k KUA da n juga  pelakui yangi 

menikahka ni anaknyai denga ni walii haki m.. Pengambila ni sampe li yangi 

dilakuka ni ole hi penelitii padai masyarakati berdasarka ni banyaknyai 

masyarakati yangi menggunaka ni walii haki mi dikarenaka ni ha li ha li tertentu.i 

Ole hi sebabi itui yangi menjadii sumberi datai primeri adala hi toko hi 

masyaraka t,i toko hi agamai, Piha k KUA da ni jugai pelakui yangi menikahka ni 

anaknyai denga ni walii haki mi desai Bandari Jayai Timuri Kecamata ni 

Terbanggii Besari i Kabupate ni Lampungi Tenga hi  

 

 

                                                 
4 i Huseini Uma r,i Metodei Penelitiani Untuki Skripsii dani Tesisi Bisni s,i (Jakarta:i PTi 

Rajagrafindoi Persada,i 2009),i Jilidi II,i  h.i 42 
5 i Benii Ahmadi Saebeni,i Manajemeni Penelitia n,i (Bandung:i CVi Pustakai Setia,i 

2013),i h.i 76 
6 Ibid.,i h.i 173 
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2. Sumberi Datai Sekunder 

Sumberi datai sekunderi adala hi sumber–sumberi darii baha ni bacaa n.i 

Sumberi sekunderi terdirii darii ataui berbagaii maca m,i darii surati pribadi,i 

bukui haria n,i notulai rapati perkumpula ni sampaii dokumen-dokume ni resmi. 

Berdasarka ni pengertia ni makai yangi menjadii sumberi datai sekunderi 

padai penelitia ni inii adala hi Al-Qur’a n,i da ni arsi pi Kantori Urusa ni Agamai 

(KUA)i Kecamata ni Terbanggii Besari yangi menjadii penunjangi dala mi 

penelitia ni ini.7 

 

C.i Tekniki Pengumpulani Data 

Tekni ki pengumpula ni datai merupaka ni langka hi yangi palingi strategisi 

dala mi penelitia n,i karena  tujua ni utamanyai adala hi mendapatka ni data.i 

Apabilai tida ki mengetahuii tekni ki pengumpula ni datai makai penelitia ni yangi 

dilakuka ni tida ki aka ni mendapatka ni datai yangi sesuai.i Dala mi penelitia ni ini,i 

tekni ki yangi digunaka ni untu ki mengumpulka ni datai berupai wawancara, 

Observasi da ni dokumentasii terhada pi masyarakati Desai Bandari Jayai Timuri 

Kecamata ni Terbanggii Besari Kabupate ni Lampungi Tenga h. 

1.i Wawancara 

Wawancarai merupaka ni sala hi satui tekni ki pengumpula ni datai yangi 

dilakuka ni denga ni berhadapa ni langsungi denga ni yangi diwawancaraii tetapii 

dapati jugai diberika ni daftari pertanyaa ni dahului untu ki dijawabi padai 

                                                 
7  S.i Nasutio n,i Metodei Researc h,i (Jakarta:i P T.i Bumii Aksara,i 2006),i jilidi VIII,i h.i 

143 
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kesempata ni lai n.i Wawancarai merupaka ni alati pembuktia ni terhada pi 

informasii ataui keteranga ni yangi diperole hi sebelumnyai .8 

Menuruti Maleong,i wawancarai adala hi percakapa ni denga ni maksudi 

tertentu.i Percakapa ni itui dilakuka ni ole hi duai bela hi piha k,i yaitui 

pewawancarai (interviewer)I yangi mengajuka ni pertanyaa ni da ni 

terwawancarai (interview)i yangi memberika ni jawaba ni atasi pertanyaa ni itu.9 

Wawancarai adala hi sebua hi prosesi interaksii komunikasii yangi 

dilakuka ni ole hi setidaknyai duai orang,i atasi dasari ketersediaa ni da ni dala mi 

settingi alamia h,i dii manai ara hi pembicaraa ni mengacui kepadai tujua ni yangi 

tela hi ditetapka ni denga ni mengedepanka ni trusti (kebenara ni data)i sebagaii 

landasa ni utamai dala mi prosesi memahami.10
 

Menuruti prosedurnyai wawancarai adai tigai maca mi yaitu: 

a. Wawancarai bebasi adala hi prosesi wawancarai dimanai intervieweri tida ki 

secarai sengajai mengarahka ni tanya-jawabi padai pokok-poko ki 

persoala ni darii fokusi penelitia ni da ni interviewe r (orangiyangi 

diwawancarai). 

b. Wawancarai terpimpi ni yaitui wawancarai yangi menggunaka ni pandua ni 

pokok-poko ki masala hi yangi diteliti. 

c. Wawancarai bebasi terpimpi ni yaitui kombinasii antarai wawancarai bebasi 

da ni terpimpi n.i i Pewawancarai hanyai membuati pokok-poko ki masala hi 

                                                 
8 Juliansyahi Noo r,i Metodologii Penelitan:i Skripsi,i Tesi s,i Disertasi,i dani Karyai 

Ilmia h,i (Jakarta:i Kencana,i 2011),i  h.i138-13 
9 Harisi Herdiansya h,i Wawancara,i Observasi,i dani Fokusi Group:i Sebagaii Instrumeni 

Penggalihani Datai Kualitatif,i (Jakarta:i Rajawalii Pre s,i 2013),i h.i29. 
10 Ibid.,i h.i 31. 
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yangi aka ni diteliti,i selanjutnyai prosesi wawancarai berlangsungi 

mengikutii situasii pewawancara.11 

Penelitii menggunaka ni wawancarai bebasi terpimpi n,i metodei inii lebi hi 

efektifi dibandingka ni denga ni metodei wawancarai yangi lai ni karenai penelitii 

dapati bebasi mewawancaraii narasumberi namu ni teta pi mengara hi dala mi 

pokok-poko ki masala hi yangi aka ni diteliti,i sehinggai dala mi prosesi 

wawancarai tida ki kakui da ni teta pi mengacui padai permasalaha ni yangi 

diteliti.i Adapu ni yangi menjadii sumberi dala mi penelitia ni inii adala hi toko hi 

masyaraka t,i toko hi agamai da ni jugai pelakui yangi menikahka ni anaknyai 

denga ni walii haki m. 

2. Dokumentasi 

Sejumla hi besari faktai da ni datai tersimpa ni dala mi baha ni yangi 

berbentu ki dokumentasi.i Sebagia ni besari datai yangi tersediai yaitui 

berbentu ki sura t,i catata ni haria n,i cenderai mata,i lapora n,i artefa k,i da ni foto.i 

Sifati utamai datai inii tida ki terbatasi padai ruangi da ni waktui sehinggai 

memberii peluangi kepadai penelitii untu ki mengetahuii hal-ha li yangi perna hi 

terjadii diwaktui sila m.i Sehinggai penelitii bisai leluasai memperole hi datai 

yangi suda hi lamai terjadii ataui bahka ni datai yangi suda hi tersimpa ni bertahun-

tahu ni lamanya.i12 Dala mi penelitia ni inii dokumentasii yangi digunaka ni 

berupai fotoi hasi li wawancara da n data masyaraka t yg menika h ditahu n 

2021-2023. 

 

                                                 
11 Cholidi Narbukoi dani Abui Achmadi,i Metodologii Penelitia n,i (Jakarta:i Bumii 

Aksara,i 2013),i hl m.i 84-85 
12 i Juliansyahi Noo r,i Metodologii Penelita n.,i hl m.i 141. 
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D. Teknik Analisa Data 

Analisa data adala h prose s penyederhanaa n data ke dala m bentu k yang 

lebi h muda h dibaca da n diinterprestasika n. Dala m prose s ini sering kali 

digunaka n statisti k. Sala h satu fungsi poko k statisti k adala h 

menyerdehanaka n data penelitia n yang ama t besa r jumlahnya menjadi 

informasi yang lebi h sederhana da n lebi h muda h untu k dipahami.13
 

Bogda n menyataka n bahwa analisi s data adala h prose s mencari da n 

menyusu n secara sistemati s data yang diperole h dari hasi l wawancara, catata n 

lapanga n, da n baha n lai n, sehingga dapa t muda h difahami, da n temuannya 

dapa t diinformasika n kepada orang lai n. Sebagai informasi yang lebi h 

sederhana lagi dala m pemahama n dala m masyaraka t. 14 

Setela hi penulisi memperole hi datai yangi diperluka n,i makai penulisi 

mengola hi datai da ni menganalisisi datai tersebuti denga ni menggunaka ni analisisi 

kualitatifi menjadii suatui hasi li pembahasa ni berupai penjelasa ni mengenaii 

pandanga ni masyarakati mengenai wali adho l dii Desa Banda r Jaya Timu r 

denga ni menggunaka ni carai berfikiri induktif. 

Berfikiri induktifi yaitui suatui carai berfikiri yangi berangkati darii faktai 

faktai yangi khususi da ni konkri t,i peristiwai konkri t,i kemudia ni darii faktai atau 

peristiwai yangi khususi da ni konkriti tersebuti ditari ki secarai generalisasii yangi 

mempunyaii sifati umu m.15 

                                                 
13 Masrii Singarimbuni dani Sofiani Effendi,i Metodei Penelitiani Survei,i (Jakarta:i 

LP3E S,i 1989),i h.i 263 
14 i Sugiyono,i Metodei Penelitiani Manajeme n,i (Bandung:i Alfabeta,i 2013),i h.i 401 
15 i Sutrisnoi Hadi,i Metodologii Penelitiani Researchi I,i (Yogyakarta:i Penelitiani 

Fakultasi Psikologii UG M,i 1981),i h.i 40. 



 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Desa Bandar Jaya Timur 

Desa Banda r Jaya Timu r pada awalnya merupaka n daera h transmigrasi 

yang pertama kali dibuka pada tangga l 08 Mei 1954 ole h jawata n 

transmigrasi da n diberi nama BANDA R JAYA. Pada saa t itu daera h 

transmigasi Banda r Jaya merupaka n wilaya h tana h marga dari masyaraka t 

terbanggi besa r, sehingga pada tahu n awa l pembukaannya daera h 

transmigrasi Banda r Jaya merupaka n bagia n dari kampung / desa Terbanggi 

Besa r dimana pada waktu itu yang menjaba t sebagai kepala Kampung ( 

Kepalo ) adala h Bapa k DARMAWA N.  

Masyaraka t yang bertransmigrasi setia p 1 K K diberika n beberapa 

fasilita s, di antaranya 1 uni t ruma h, ladang selua s 1 Ha, pekaranga n selua s ¼ 

Ha, waja n, periu k, cangku l, da n setia p bula n diberika n beberapa kebutuha n 

poko k, seperti bera s, ika n asi n, da n gara m selama kurang lebi h 1 tahu n. 

Mata pencaharia n masyaraka t transmigrasi yang didominasi ole h 

masyaraka t Jawa ini adala h bertani. Masyaraka t transmigrasi ini bertani 

denga n memanfaatka n laha n jata h yang diberika n ole h pemerinta h. Seiring 

berjalannya waktu, mata pencaharia n utama masyaraka t beruba h menjadi 

berdagang. Ha l ini dikarenaka n beberapa fakto r, di antaranya perkembanga n 

pendudu k yang mengharuska n masyaraka t membua t rumah-ruma h baru 

denga n memanfaatka n laha n persawaha n atau ladang jata h tersebu t untu k 

anggota keluarganya, sehingga tana h yang semula digunaka n sebagai laha n 
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pertania n berali h fungsi mengjadi pemukima n. Perkembanga n ekonomi juga 

menjadi sala h satu fakto r penyebab peraliha n mata pencaharia n masyaraka t, 

seperti denga n bertani ketika memane n padi hanya memperola h 2 kuinta l 

selama setahu n denga n 2 kali pane n, pendapata n yang demikia n tida k cuku p 

untu k memenuhi kebutuha n sehari-hari, untu k itu mereka berali h menjadi 

pedagang yang bisa memperole h pendapata n setia p hari meskipu n sediki t.1 

Pada tahu n 1960a n pasa r yang ada hanya berada di pinggir-pinggi r 

jala n dari masjid Istiqla l sampai Kanto r Polisi Banda r Jaya. Disusu l denga n 

pedagang yang membangu n ruma h di tana h yang menjadi Plaza Banda r Jaya 

saa t ini. Di ruma h tersebu t masyaraka t ini juga membuka warung untu k 

daganga n yang dijualnya yang kemudia n tempa t tersebu t menjadi pasa r 

tradisiona l. Pasa r ini semaki n ramai karena pada tahu n 1962 dimulai 

pembukaa n kawasa n Merapi yang berada di daera h belakang pasa r tersebu t. 

Untu k menertibka n pasa r yang ada, pada tahu n 1981 pemerinta h merenovasi 

pasa r tersebu t menjadi banguna n yang lebi h teratu r. Saa t perenovasia n pasa r 

tersebu t para pedagang untu k sementara diungsika n ke tempa t lai n. Pasa r 

tersebu t selesai direnovasi, untu k pedagang yang ingi n menempati too k 

diharuska n membaya r sewa. Pada tahu n 2001 pasa r tradisiona l tersebu t 

direnovasi kembali menjadi Plaza Banda r Jaya, karena bangunan-banguna n 

yang ada dinilai suda h rusa k da n tida k laya k huni. Saa t pembanguna n Plaza 

Banda r Jaya ini, para pedagang diberika n penampunga n sebagai pasa r 

sementara. Tempat-tempa t penampunga n ini berada di beberapa tempa t, 

                                                 
1 Data Desa ( Monografi ) 2 novembe r 2023 
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seperti pelatara n Masjid Istiqla l da n termina l belakang pasa r tersebu t. Masjid 

Istiqla l merupaka n masjid terbesa r di Lampung Tenga h. Masjid ini juga 

sempa t mengalami pemindaha n lokasi da n renovasi. 2Masjid Istiqla l lama 

suda h ada seja k tahu n 1960 yang berada di belakang Masjid Istiqla l saa t ini. 

Masjid Istiqla l lama saa t ini dijadika n pondo k pesantre n bagi anak-ana k 

Hafiz Qur’a n. Sedangka n Masjid Istiqla l saa t ini masi h merupaka n lapanga n 

mili k pemerinta h yang kemudia n untu k keperlua n pendiria n Masjid Istiqla l 

ditukarka n ole h toko h agama setempa t denga n lapanga n yang berada di 

daera h Taqwa, Keluraha n Banda r Jaya Timu r. Pembanguna n Masjid Istiqla l 

sendiri memaka n waktu yang cuku p lama. Tujua n dari pembanguna n masjid 

ini untu k memudahka n masyaraka t sekita r maupu n masyaraka t yang singga h 

untu k melaksanaka n ibada h karena tempatnya yang strategi s da n fasilita s 

yang memadai, sehingga menari k untu k menjadi tempa t persinggaha n ketika 

dala m perjalana n. Perkembanga n secara pesa t desa Banda r Jaya tida k 

terlepa s dari jalu r transportasi yang kia n berkembang. Pada tahu n 1983 

dibangunnya pelabuha n Bakauheni yang membua t jalu r transportasi 

antarpulau menjadi lebi h muda h. Sebelu m dibukanya pelabuha n Bakauheni, 

tri p penyebranga n hanya melayani sekita r 4-5 kali dala m sehari. Berbeda 

denga n setela h dibukanya pelabuha n Bakauheni yang sampai saa t ini 

melayani tri p penyebranga n sekita r 78- 80 kali dala m sehari. Transportasi 

yang muda h dijangkau ini membua t lebi h banya k peluang masyaraka t untu k 

berpindah-pinda h ataupu n berpergia n. Leta k Banda r Jaya yang dilintasi ole h 

                                                 
2 Data Desa ( Monografi ) 2 Novembe r 2023 
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jalu r linta s Sumatera membua t daera h ini menjadi strategi s karena sering 

dilewati da n didukung denga n fasilita s perbelanjaa n serta peribadata n 

sekaligu s tempa t peristirahata n dala m perjalana n da n menjadi pusa t 

peradaba n hingga saa t ini.3 

Semenja k tahu n 1956 Banda r Jaya menjadi ditetapka n menjadi 

Kampung / desa Divinitif denga n nama Banda r Jaya. Pada waktu ditetapka n 

sebagai Kampung / desa Divinitif, Banda r Jaya terdiri dari 2 ( Dua ) Dusu n ( 

Pada waktu itu bernama Suku ) yaitu : Dusu n Banda r Jaya da n Dusu n Banda r 

Sari. Pada Tahu n 1973 Daera h Transmigrasi Banda r Jaya ole h jawata n 

transmigrasi diserahka n pada Pemda T k. II Kabupate n Lampung Tenga h ( 

Pada saa t itu Bupatinya adala h  Bapa k Ima n Prabu ).  

Seiring denga n perjalana n waktu, maka jumla h pendudu k yang 

mendiami desa Banda r Jaya  semaki n bertamba h, sehingga pada tahu n 1989 ( 

pada masa Kepala Desa Bapa k Sopa n Nudi n ) diadaka n kembali pemerkara n 

dusu n, yang semula berjumla h 6 ( Ena m ) dusu n menjadi 8 ( Delapa n ) 

dusun. 

Belu m lama ini Keluraha n Banda r Jaya Timu r meningka t statusnya 

menjadi perkotaa n. Seperti yang dituli s piha k BP S Provisnsi Lampung 

(2013), menjelaska n bahwa Banda r Jaya Bara t da n Banda r Jaya Timu r 

berstatu s perkotaa n, sedangka n Terbanggi Besa r yang merupaka n Kecamata n 

dari Banda r Jaya da n Banda r Jaya Timu r masi h berstatu s pedesaa n. 

Lambatnya laju pembanguna n Kecamata n Terbanggi Besa r menyebabka n 

                                                 
3 Data Desa ( Monografi ) 2 novembe r 2023 
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daera h ini sediki t tertingga l dari segi perkembanga n peradaba n. Tida k seperti 

Banda r Jaya yang justru menjadi pusa t peradaba n di hampi r seluru h 

Kabupate n Lampung Tenga h. Keanekaragama n suku yang tingga l di 

Keluraha n Banda r Jaya Bara t da n Banda r Jaya Timu r membua t suku yang 

ada ingi n menunjuka n jati diri sukunya masing-masing.  Di Keluraha n (Desa) 

ini suda h banya k dibuka perusahaa n, hote l, ataupu n warung maka n yang 

menjamu r di sepanjang jala n linta s Sumatera yang membua t Keluraha n ( 

Desa ) ini menjadi lebi h ramai da n menghidupka n kegiata n perekonomia n di 

daera h tersebu t. Beriku t adala h pemapara n data yang penuli s dapatka n 

diantaranya yaitu : 

Tabel 4.0 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 

 

 

 NO 

INDIKAT

OR 

SUB INDIKATOR 

TAHUN 2011 TAHUN 2023 

1. 0  –  12  Bulan 356  orang 108  orang 

2. 0  -    6 Tahun 911  orang 908  orang 

3. 6  -  18 Tahun 980  orang 1857  orang 

4. 18  - 24 Tahun 1.891 orang 1983  orang 

5. 24  -  59  Tahun 5.191 orang 5680  orang 

6. >  60  

Tahun 

 516  orang 901  orang 

  9.845 orang  11.329  orang  

  

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender 

 

NO NDIKATOR 
SUB INDIKATOR 

TAHUN 2011 TAHUN 2023 

1. Jumla h Penduduk 9.845 orang 11.329  orang 

2. > Jumla h Laki-laki 5.835 orang 5.730  orang 

3. Jumla h Perempua n   5.587  orang 5.599 orang 

4. Jumla h Kepala 

Keluarga 

2.611    KK 3589    KK 
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Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk yang Daftar Nikah 

 

2021 

Pe r 2 januari – 27 

 November 

2022 

Pe r 7 Januari – 5  

Desember 

2023 

Pe r 3 Januari – 6 

Oktober 

104 Orang 121 128 

Total 353 

 

Dari pemapara n data diata s jumla h pendudu k yang mendafta r nika h 

da n tercata t di balai desa adala h 371 dala m kuru n waktu 3 tahu n. 

Berdasarka n peratura n Daera h Kabupate n Lampung Tenga h Nomo r : 5 

Tahu n 2002 tangga l 15 Nopembe r 2002 tentang perubaha n Kampung 

menjadi Keluraha n da n pembentuka n Keluraha n, Kampung Banda r Jaya 

ditingkatka n Statusnya menjadi Kelurahanjuga sekaligu s dipeca h menjadi 2 

(dua) Keluraha n yaitu : 4 

1. Keluraha n Banda r Jaya Barat 

2. Keluraha n Banda r Jaya Timur 

Dalam Penelitian yang peneliti lakukan adalah Sebagian Kecil dari 

Masyarakat desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten 

Lampung Tengah Enggan Menikahkan anaknya dikarenakan anaknya sudah 

dalam keadaan mengandung sebelum adanya ikatan pernikahan lalu wali 

nasab pun mewakilkan hak kewaliannya kepada wali hakim ( penghulu 

)namun melalui perantara. Masyarakat Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Mengungkapkan bahwa Jika 

wali enggan atau menolak menikahkan anaknya dengan sebab tertentu itu di 

sebut dengan wali Adhol. Dalam Hal ini peneliti ingin Mengetahui Bagaimana 

                                                 
4 Data Desa ( Monografi ) 2 Novembe r 2023 
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Pandangan Masyarakat Mengenai Wali yang enggan menikahkan anaknya 

dikarenakan anak yang akan dinikahkan sudah dalam kondisi mengandung 

sebelum adanya ikatan pernikahan. 

 

B. Pandangan Masyarakat Mengenai Wali Adhol ( Studi kasus Desa Bandar 

Jaya Timur , Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah) 

 

Pandanga n adala h hasi l dari suatu pengalama n yang didasarka n dari 

prose s meliha t, mendenga r , memperhatika n , mengelompoka n da n 

membeda-bedaka n suatu obje k kejadia n tertentu. Sedangka n Pandanga n 

Masyaraka t adala h suatu pemahama n dari sekelompo k orang terhada p suatu 

obje k kejadia n tertentu da n sekelompo k orang tersebu t tela h hidu p da n 

berkerjasama dala m suatu kebiasaa n atau tradisi yang suda h terjadi dala m 

kuru n waktu yang cuku p lama. 

Penelitia n ini dilakuka n di Desa Banda r Jaya Timu r, Kecamata n 

Terbanggi Besa r, Kabupate n Lampung Tenga h, Mayorita s Masyaraka t Desa 

Banda r Jaya Timu r Beragama Isla m namu n tida k banya k masyaraka t yang 

mengetahui periha l wali dala m pernikaha n. 

Menuru t Kompilasi Huku m Isla m, pengertia n perkawina n tercantu m 

dala m Pasa l 2 yang berbunyi Perkawina n menuru t huku m Isla m adala h 

pernikaha n, yaitu akad yang sanga t kua t atau mitsaqa n ghalizha n untu k 

mentaati perinta h Alla h da n melaksanakannya merupaka n ibadah. Pernikaha n 

adala h perjanjia n suci untu k membentu k keluarga antara seorang laki-laki 

denga n seorang perempua n. Pernikaha n yaitu akad yang sanga t kua t untu k 

mentaati perinta h Alla h da n melaksanakannya merupaka n ibada h. Dala m UU 
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No 1 Tahu n 1974 perkawina n iala h ikata n lahi r bati n antara seorang pria 

denga n seorang wanita sebagai suami istri denga n tujua n membentu k 

keluarga (ruma h tangga) yang bahagia da n keka l berdasarka n ketuhana n 

Yang Maha Esa. 

Keduduka n wali sanga t penting, sebagaimana diketahui bahwa yang 

berha k menjadi wali nika h adala h ha k bagi wali nasab, apabila wali nasab 

tida k ada da n wali ghaib juga (tida k ada ditempat) maka perwalia n aka n 

berpinda h wali haki m. Bagi wanita yang tida k mempunyai wali nasab sama 

sekali, para fuqaha tela h sepaka t tentang kebolehanya menggunaka n wali 

haki m. Adapu n wanita yang memiliki wali nasab aka n tetapi wali nasab 

tersebu t menola k untu k menikahkannya denga n beberapa alasa n, ha l tersebu t 

terdapa t perbedaa n pendapa t, apaka h alasa n tersebu t sesuai denganshar’i atau 

tida k. 5Alasa n shar’i adala h alasa n yang dibenarka n ole h huku m Isla m, 

misalnya ana k gadi s wali tersebu t suda h dilama r orang lai n da n lamara n ini 

belu m dibatalka n, atau calo n suaminya adala h orang kafi r, da n sebagainya. 

Jika wali menola k menikahka n ana k gadisnya berdasarka n alasa n shar’i 

seperti ini, maka wali wajib ditaati da n kewaliannya tida k berpinda h kepada 

wali haki m. Namu n jika wali menola k menikahka n denga n alasa n yang tida k 

shar’i, yaitu alasa n yang tida k dibenarka n huku m shara’, misalnya calo n 

suaminya buka n dari suku yang sama, orang miski n, buka n sarjana, atau 

waja h tida k rupawa n, da n sebagainya. alasan-alasa n tersebu t tida k ada 

dasarnya dala m pandanga n huku m Isla m, sehingga diangga p alasa n yang 

                                                 
5 Mustofa Hasa n, Penganta r Huku m Isla m., 112. 
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tidakshar’i. Jika wali tida k mau menikahka n denga n alasa n tersebu t, maka 

wali tersebu t disebu t wali ‘aḍa l, 

Di Desa Banda r Jaya Timu r ini yang terjadi adala h, Orang tua dari 

mempelai wanita yang engga n menikahka n anaknya da n mewakilkannya 

kepada wali haki m dikarenaka n Ana k yang aka n dinikahka n itu suda h dala m 

keadaa n mengandung. Dala m Pernikaha n tentunya tida k terlepa s dari ruku n 

da n syara t pernikaha n yang di dala m nya terdapa t wali nika h, dala m ha l ini 

wali dari wanita tersebu t engga n menikahka n anaknya ( atau adho l ) 

dikarenaka n anaknya suda h dala m keadaa n mengandung da n orang tua dari 

wanita tersebu t mewakilka n ha k kewaliannya kepada penghulu tanpa adanya 

putusa n pengadila n. 

Wali Adho l Menuru t Bahasa yaitu engga n atau menghalangi, 

Sedangka n Menuru t Ulama Fiq h 4 Mazhab adala h Penolaka n Wali Nasab 

yang engga n untu k menikahka n ana k perempuannnya yang tela h balig h da n 

suda h beraka l denga n seorang laki-laki pilihannya. Menuru t Bapa k AG ( 

Toko h Masyaraka t ) 6wali adho l adala h wali yang engga n menikahka n 

anaknya dikarenaka n sebab /alasa n tertentu Namu n Haru s ada putusa n 

Pengadila n, Menuru t Bapa k JR7 ( Toko h Agama ) Wali adho l adala h Wali 

yang engga n ( Menola k ) untu k Menjadi wali nika h ata s Perkawina n seorang 

wanita yang berada dibawa h perwaliannya. Menuru t Ibu NW ( 

Orangtua/Pelaku )8 wali adho l adala h wali yang menyerahka n ha k 

kewaliannya terhada p kepada wali haki m, Menuru t Ibu LY( 

                                                 
6 Wawancara denga n bapa k AG ( 4 novembe r 2023 ) 
7 Wawancara denga n bapa k J R ( 4 novembe r 2023 ) 
8 Wawancara denga n ibu NW ( 4 novembe r 2023 ) 
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Orangtua/Pelaku)9 Wali adho l adala h wali yang tida k mau menikahka n 

anaknya denga n alasa n tertentu, Menuru t Bapa k MY 10( Orangtua/Pelaku ) 

Wali adho l adala h wali yang menola k menjadi wali nika h ata s ana k 

perempuannya. 

Menuru t Kompilasi Huku m Isla m wali adho l dipaparka n dala m 

Kompilasi Huku m Isla m (KHI) pasa l 23 bahwa, Wali haki m baru dapa t 

bertinda k sebagai wali nika h apabila wali nasab tida k ada atau tida k mungki n 

menghadirkannya atau tida k diketahui tempa t tinggalnya atau ghaib atau 

adho l atau engga n, Dala m ha l wali adho l atau engga n maka wali haki m baru 

dapa t bertinda k sebagai wali nika h setela h ada putusa n Pengadila n Agama 

tentang wali tersebu t.11 

Syarat-syara t menika h denga n wali haki m dala m Kompilasi Huku m 

Isla m pasa l 23 suda h dijelaska n bahwa syara t menika h denga n wali haki m 

apabila wali nasab tida k ada atau tida k mungki n menghadirkannya atau tida k 

diketahui tempa t tinggalnya atau gaib atau adha l atau engga n, da n dala m 

Peratura n Menteri Agama pada Pasa l 2 juga suda h dijelaska n bahwa 

pernikaha n yang dilangsungka n ole h wali haki m yaitu yang tida k mempunyai 

wali nasab yang berha k atau wali nasabnya tida k memenuhi syara t, atau 

mafqud, atau berhalanga n, atau adha l. Dala m ha l adha l maka haru s ada 

                                                 
9 Wawancara denga n ibu LY ( 5 novembe r 2023 ) 
10 Wawancara denga n bapa k MY ( 5 novembe r 2023 ) 
11 Departeme n Agama RI, Instruksi Preside n RI Nomo r 1 Tahu n 1991: Kompilasi Huku m 

Isla m Di Indonesia, Bab IV, Pasa l 23, 22 
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keputusa n dari Pengadila n Agama. Wali haki m dibenarka n menjadi wali dari 

sebua h akad nika h jika dala m kondisi-kondisi berikut: 12 

a. Tida k ada wali nasab  

b. Tida k cuku p syarat-syara t pada wali aqrab atau wali ab’ad.  

c.  Wali aqrab gaib atau pergi dala m perjalana n sejau h ±92,5 k m atau dua 

hari perjalana n.  

d.  Wali aqrab di penjara da n tida k bisa ditemui  

e. Wali aqrabnya Adla l  

f.  Wali aqrabnya berbelit-beli t ( mempersuli t )  

g. Wali aqrabnya sedang ihra m  

h.  Wanita yang aka n dinikahka n gila, tetapi suda h dewasa da n wali mujbi r 

tida k ada 

Pandanga n masyaraka t terhada p pernikaha n yang walinya adho l da n 

mengunaka n wali haki m sa h sebagaimana diungkapka n ole h Bapa k AG13 , 

menuru t beliau sa h menika h jika suda h sesuai denga n ketentu n yang ada, 

tetapi ketika ada hal-ha l yang tida k sesuai maka itu tida k sa h Nikahnya. 

Menuru t Bapa k J R,14 jika walinya adho l lalu pengganti dari wali adho l itu 

adala h penghulu maka pernikahannya sa h asa l tida k melangga r huku m isla m. 

Menuru t Bapa k MY15 , pernikaha n yang wali nya adho l lalu mewakilkannya 

kepada wali haki m / penghulu itu sah-sa h saja apabila wali dari si perempua n 

tersebu t memang betu l engga n dikarenaka n ha l tertentu yang terpenting 

                                                 
12 Tihami da n Sohari Sahrani, Fiki h Munakahat: Kajia n Fiki h Nika h Lengka p, (Jakarta: 

Rajawali Pres s, 2013),  h. 97-98   
13 Wawancara denga n bapa k AG ( 4 novembe r 2023 ) 
14 Wawancara denga n bapa k J R ( 4 novembe r 2023 ) 
15 Wawancara denga n bapa k MY( 5 novembe r 2023 ) 
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syara t dari ruku n nika h itu terpenuhi. Menuru t Pengakua n Pa k SY16 ( 

Penghulu ) Beliau Belu m Perna h ( Wallahuala m ) Menikahka n ana k yang 

suda h dala m keadaa n mengandung, Namu n Beliau selaku penghulu selalu 

menjelaska n kepada orang tua dari mempelai perempua n mengenai syara t 

menjadi wali nika h. 

Para Orangtua/Pelaku Membenarka n adanya Pernikaha n denga n wali 

haki m tanpa putusa n pengadila n dikarenaka n wali nya adho l atau engga n, 

Menuru t Pengakua n Mereka , mereka hanya beruca p engga n menikahka n 

ana k mereka dikarenaka n suda h dala m keadaa n mengandung namu n saa t ijab 

Kabu l mereka teta p menghadiri da n menyaksika n ijab Kabu l tersebu t. 

Menuru t Mereka Pernikaha n denga n wali haki m dikarenaka n adho l nya wali 

itu bole h da n sa h sebagaimana diungkapka n ole h Ibu NW17 

(Pelaku/Orangtua) bahwa jika wali nasab engga n menikahka n anaknya karena 

sebab tertentu maka hukumnya bole h. Menuru t Ibu LY 18(Pelaku/Orangtua ), 

sa h da n bole h jikalau wali nya adho l da n menika h denga n wali haki m 

asalka n tida k melangga r huku m peratura n yang ada, Menuru t Bapa k MY 19( 

Pelaku/Orangtua )  pernikaha n yang walinya adho l karna sebab tertentu da n 

mewakilnya nya kepada awali haki m itu  bole h da n sa h. Menuru t Pandanga n 

Bapa k AG ( Toko h Masyaraka t ) da n Bapa k J R ( Toko h Agama ) kembali 

lagi kepada pribadi masing-masing orang, mungki n Jikalau ada orang tua 

yang engga n menikahka n anaknya dikarenaka n sebab yang seperti itu ( Hami l 

                                                 
16 Wawancara denga n Penghulu ( 6 novembe r 2023 ) 
17 Wawancara denga n ibu NW ( 5 novembe r 2023 ) 
18 Wawancara denga n ibu LY ( 5 novembe r 2023 ) 
19 Wawancara denga n bapa k MY ( 5 novembe r 2023 ) 
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dilua r nika h )  itu dikarenaka n bapaknya suda h malu atau menjunjung harga 

dirinya jadi lebi h mili h mewakilkannya kepada wali haki m. Sa h atau tidaknya 

pernikaha n itu Hanya Alla h yang tahu. Masyaraka t Disekita r pu n 

membenarka n adanya kejadia n itu yaitu wali nasab tida k mau atau menola k  

menikahka n anaknya dikarenaka n anaknya suda h dala m keadaa n 

mengandung. Menuru t Pandanga n Masyaraka t Fakto r Yang Menyebabka n 

terjadi nya wali adho l adala h : budaya atau ada t, harga diri, ekonomi, 

kebangsawana n, etni s atau keturuna n. 

Berdasarka n hasi l wawancara terhada p masyaraka t Banda r Jaya 

Timu r Kecamata n Terbanggi Besa r  Kabupate n Lampung Tenga h tentang 

pandanga n masyaraka t Mengenai Wali Adho l yaitu sebagaimana yang 

diungkapka n sebelumnya, bahwa pandanga n masyaraka t Mengenai wali 

adho l  ini dapa t diliha t dari pandanga n masyaraka t yang belum sesuai denga n 

apa yang ada di dala m Kompilasi Huku m Isla m da n Peratura n Perundang-

undanga n yang mengatu r tentang wali adho l Peratura n Menteri Agama 

Nomo r 2 Tahu n 1987 tentang Wali Haki m yang tercantu m dala m Pasa l 2 

yaitu: a) Bagi calo n mempelai yang aka n menika h di wilaya h Indonesia atau 

di lua r negeri/wilaya h ekstra-teritoria l Indonesia ternyata tida k mempunyai 

wali nasab yang berha k atau wali nasabnya tida k memenuhi syara t atau 

mafqud atau berhalanga n atau adho l, maka nikahnya dapa t dilangsungka n 

denga n wali haki m. b) Untu k menyataka n adholnya wali sebagiamana 

tersebu t aya t (1) pasa l ini ditetapka n denga n keputusa n pengadila n agama 

yang mewilayahi tempa t calo n mempelai wanita. c) Pengadila n Agama 
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memeriksa da n menetapka n adholnya wali denga n cara singka t ata s 

permohona n calo n mempelai wanita denga n menghadirka n wali calo n 

mempelai wanita. 

Dala m ha l pandanga n masyaraka t terhada p pernikaha n yang walinya 

adho l lalu menyerahka n ha k kewaliannya terhada p wali haki m, sebagaimana 

yang diungkapka n ole h masyaraka t yang mengataka n bahwa sa h da n bole h 

menika h denga n wali haki m jika walinya adho l apabila tida k melangga r 

ketentuan-ketentua n atau huku m yang berlaku. Sebagaimana yang 

diungkapka n ole h Bapa k AG, Bapa k J R, Bapa k AG Juga berpendapa t 

bahwasannya tida k sa h menika h denga n wali haki m karena wali nya adho l 

apabila melangga r peraturan-peratura n yang ada. Menuru t Bapa k JR, sah-sa h 

saja apabila wali dari si perempua n tersebu t memang betu l engga n 

dikarenaka n ha l tertentu yang terpenting syara t dari ruku n nika h itu 

terpenuhi. Menika h denga n menggunaka n wali haki m dikarenaka n walinya 

adho l sebagaimana yang terjadi di Desa Banda r Jaya Timu r  Kecamata n 

Terbanggi Besa r Kabupate n Lampung Tenga h tidak sesuai denga n peratura n 

yang ada, karena wali haki m tida k mempunyai ha k da n wewenang untu k 

bertinda k sebagai wali nika h tanpa adanya putusa n dari pengadila n agama. 

Hal-ha l seperti ini tida k bai k dilakuka n karena melangga r huku m yang ada. 

Penjelasan Hasil dari penelitian ini adalah, Wali nasab yang enggan 

menikahkan anaknya sebab anaknya sudah dalam keadan mengandung lalu 

mewakilkannya kepada wali hakim ( penghulu ) itu tidak disebut wali adhol 

melainkan Taukil wali dimana wali nasab dengan ikhlas dan sadar 
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memberikan hak kewaliannya kepada wali hakim dan wali nasab pun hadir 

saat ijab qabul berlangsung. Karena walinya tidak adhol maka tidak perlu 

adanya putusan dari pengadilan , dengan hal ini maka tidak ada yang 

menyalahi aturan hanya saja presepsi Masyarakatnya yang salah dengan 

Menyebut bahwa Wali yang enggan menikahkan anaknya itu adalah wali 

adhol. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapu n kesimpula n dari penelitia n yang penuli s teliti ini adala h sebagai 

beriku t :  

Pandanga n masyaraka t Desa Banda r Jaya Timu r Kecamata n 

Terbanggi Besa r  Kabupate n Lampung Tenga h Mengenai Wali adhol yang 

engga n menikahka n anaknya dikarenaka n anaknya suda h dala m keadaa n 

mengandung lalu mewakilkannya kepada wali hakim (penghulu) Tanpa 

adanya putusan dari pengadilan Itu Belum Sesuai dengan peraturan yang ada 

baik menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dan Peraturan menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2, Bahwasannya wali hakim 

tidak mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa 

adanya putusan dari pengadilan Agama. sebagaimana yang diungkapka n ole h 

masyaraka t yang mengataka n bahwa sa h da n bole h menika h denga n wali 

haki m jika walinya adho l apabila tida k melangga r ketentuan-ketentua n atau 

huku m yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapka n ole h Bapa k AG ( 

Tokoh Masyarakat ), Bapa k J R ( Tokoh Agama ), Bapa k AG Juga 

berpendapa t bahwasannya tida k sa h menika h denga n wali haki m karena wali 

nya adho l apabila Alasannya tidak syar’i. Menuru t Bapa k JR, sah-sa h saja 

apabila wali dari si perempua n tersebu t memang betu l engga n dikarenaka n 

ha l tertentu yang terpenting syara t dari ruku n nika h itu terpenuhi. Namun Jika 

Kasus ini di perjelas yang terjadi pada masyarakat desa Bandar Jaya Timur ini 
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bukan disebut wali adhol melainkan Taukil Wali dikarenakan orangtua yang 

enggan menikahkan anaknya itu hanya berucap enggan dan dengan 

sadar,ikhlas mau mewakilkan hak kewaliannya kepada wali hakim (penghulu ) 

walau dalam prosesnya bukan orangtua itu sendiri yang berucap kepada 

Penghulu melainkan pamannya, Jadi jikalau kasusnya bukan adhol tidak perlu 

adanya putusa n dari pengadila n agama. 

 

B. Saran 

1. Bagi Toko h Masyarakat/Agama Setempa t Aga r Selalu Mengingatka n 

Kepada Para wali nika h aka n pentingnya posisi wali nika h didala m 

pernikaha n, bai k melalui pengajia n atau penyuluha n di masjid atau 

melalui media lainnya. 

2. Bagi Masyaraka t pada Umumnya ( terutama yang memiliki ha k ata s 

perwalia n ) aga r mau da n mampu untu k menggunaka n ha k perwaliannya 

tersebu t. Jika ketida k mampua n  da n ketida k ingina n didala m melakuka n 

wakala h nika h , maka selayaknya mereka bertanya da n meminta 

bimbinga n kepada para ahli. 
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